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ABSTRAXK

Sigit P, Nugroho; 6505000967 ; Frogram Studi Hukum Ekonomi; Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Restrukterisasi Utang

dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham, Study Kasus PT. Sekar Lant
Thk Vs PT. Bank BNI Tbk, Tesis, 115 Halaman.

Restrukiurisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikan
kredit  bermasalah tidak hanya merupakan maesalah
perpankan saija, akan tetapi sudab merupakan masalah
nasional, sehingga perlu penanganan secara seksama dan
penyelesaian secara  konsepsional dan  Romprehensif
berdasarkan ketentuan hukum positif yang Dberiaku.
Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala
hagi penvelssaian kredit bDermasalah. Salah satu
contohnya adalah kasus restrukturisasi utang besrmasalah
pada PT. Bank BRI Tbk sebagal kreditor, dengan PT. Sekar
Laut Thk, sebagail debitor. Untuk segera menyolesaikan
masaliah ini dipasrliukan langkah pemecahan yaitu
restrukturisasi atau penvelegdian hutang yang
meEngontungkan  semua pihak  yang  terkait. Mengingat
pentingnva masalah penyelesalan utang ini sebagal salah
satu  tujuan pengajuan PKPU maka penulis  mencoba
melakukan analisis  terhadap alternatif penyelesalan
utang melalul restrukturisasi utang melalui PKPU pada
Pengadilan Niaga, untuk nengetahul apakah
restrukturisasi utang dengan pola konversi pilutang
manjacdi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU
dimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupa
peraturan perundang-undangan yang lebih memadail yang
dapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensif
serta memberi  kepastian dan  jaminan  hukum  dalam
penyelesaian utang dengan pols konversi pilutang meniadi
sahan.
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ABSTRACTION

Sigit P. Nugroho; 6505000967; Major Economics Law; Graduate Program Faculty
of Law Universitas Indonesia; Loan Restructuring with Receivable Conversion to
Stocks, Case Study PT Sekar Laut Tbk. vs PT Bank BNI Tbk, 115 pages.

Loan restructuring as a tool to settle Non-Performing Loan or NPL, which is not
only & banking issue but also 2 national issue, needs 1o be handled thoroughly and
comprehensively based on the regular positive law practices. The law uncertainty
seems to be main problem of NPL settlements. One of the examples is the loan
restructuring in PT Bank BNI Thbk as a creditor and PT Sekar Lauot Thk as a debitor,
In order for an immediate setilement, restructuring or loan sefilement that benefits
all parties involved needs to be done. Looking at the importance of this matter as an
objective of submitting PKPU, therefore the writer tries fo do an analysis towards
alternatives of joan settlement through loan restructuring through PKPU in Business
Conrt, in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanism
mentioned and whether or ool law nstruments such as law enforcement can give
quicker options, more comprehensive as well as to give certainty and law guaraniee
in lean settlement with receivable conversion to stocks,
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Terjadinya krisis ckonomi di Indonesia pade ishun 1997-sampsi
sckarang, mengakibatkan adanya krisis ekonomi, sosial, politik, budaya dan
hukem, Krisis ini merantubkan rezim orde baru pada lahun 1997, Krigiy
diawali dengan rontoknya bisnis perbankan di Indonesia dengan
dilikuidasinya beberzpa bank vang mengakibatkan banyaknya perusabman
vang tidak dapat menjalankan usaha, karena tidak adenye modal dan

kepastian dalan berusaha.

Dalam situasi ini, banyak pengusaha/psrusabasn yang mengalami
kegagalan dalam pembayaran utang dikarenakan terganggunya perputaran
vang karena banyaknya bank yang dilikuidasi. Banyak kreditor yang
mengalami kesulitan likuiditas keuangannya karena mitra bisnis atau debitor
tidak mampu memenuhi kewajibannya. Para pelaku bisnis berusaha untuk
menyelesaikan kesulitan tersebut dengan berbagai macam cara yang kadang
tidak sesuai denpan keridor hukum yang ada, seperti melakukan penagihan
dengan kekerasan atau ancaman. Siuasi krisis ini diperburuk dengan adanys

krisis politik yang ditkuti keisis d1 bidang-bidang lainnya,

Diari banyak dan peliknya permasaighan, pererintah lndonesia mulal
mencoba mengurai permasalahan ini dengan memperbaiki semwa sekior

secara komprehensif., Uniuk sekior hukum, Undsog-undang  Kepailitan
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dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai salah satu upays yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong perekonotrian nasional. Undang-undang ini
juga mengatur secara lebih rinci hak serta kewajiban dari kreditor dan
debitor, sehingga memberikan rasa aman dalanm berusaha/berbisnis, Dalam
hal ini, kreditor yang paling berkepentingan adalsh lembaga pembiayaan

atae perbankan,

Saiah satu persoalan penting dalam pemutihen perekonomian &
Indonesia adalah perbaikan sektor perbankan sebagai intermediasi dalam
dunia bisnis. Perbapkan dalam fungsinya sebagal intermediasl sangat
diperiukan  oleh para penpusaha untuk memenuhi  kebutohan  akan
dana/modal. Dana ini diperiukan untk menunjang operasional porusahaan,
untuk memepuhi kewaiiban dengan krediior dan untuk  meningkarkan

ckspansi usaha.

Akibat krisis ekonomi, banyak pengusaha yang kesulitan datam
memenuhi kewajibannya, permasalahan ini biasanya dinegosiasikan dulu
dengan debitor dan kreditor lainnya. Akan tetapi para kreditor itu selalu
mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan
permasalahannya. Berbagai macam ha! dilakukan seperti melalui fembaga

arbitrasi yang disepakati atau ke Pengadifan.

Salah satu perusahaan ysng saat ini menghadapi masalah kesulitan
dalam menyelesaikan utang adalah PT. Sckar Laut Thk dengan salah sate
kreditor PT, Bank BNLTbk vang pengurusan alau penagihan plutangnva

diserabkan ke KPZLN Jakarde [ sesual sural penyerghan nomor

Universitas Indonesis
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DXS/3/0143/R tanggal 14 Februari 2002 atas nema PT. Sekar Laut Thk,

yang prosesnya sudsh sampai dalam tahap Lelang.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Nomor
:08/PEPU/2005/PN-Niaga Sby vyang padaz intinya mengesahkan
permohonan PKPU antara PT. Sekar Laut Tbk dengan para kreditor dengan

koaversi ufang menjadi modal/saham atau "Dedt to equity swap™.

Dengan adanya putusan PKPU dimaksud, maka PT, Bank BN! Thk
qq KP2LN Jakarta T1T akan mergktrukturisasi utang PT. Sekar Laut, Thk

dengan pola konversi piutang menjadi saham (dedf jo eguity swap).

f2engan mempertimbangkan latar belakang permasalahan tersebut di
atas, Maka penulis membuat tulisan deagan judul "Restrukturisasi Utang
Dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham: Stedy Kasus PT, Sekar

Laut TBK Vs PT. Bank BNI Thk™.

B. Permasalnhan

Berangkat dari latar belakang permasalshan fersebut di ates, maka
dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaifu:
I. Bagaimana mekanisme pelaksanaan PKPU yang dimohonkan PT,

Sekar Laut Thk di Pengadilan Niaga Surabaya ?

2. Bagsimana pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pols koaversi

piutang menjadi seham yang disstyjul dalam PKPU?

UniversBas indonesia
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3. Adekah permasalzhan hukum dalam pelaksanaan konversi plintang

menjadi saham dimaksud ?
C. Tujvan Penclitian

Penulisan ini dilakuan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran yang ielas mengenai mekanisme
penyeiesaian utang melahyi restrokturisasi utang dengan pola konversi
piutang menjadi saham dalam kasus PT, Sekar Laut, Tbk dengan PT.

Bank BN, Thk.

2. Tujuan Khusus

2. Untuk mengetahul apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan
PKPU yang diajukan oleh PT. Sekar Laut, Tok di Pengadilan
Niaga Surabaya.

b. Untuk mengetahoi bagaimana pelaksanaan rektrukturisasi stang
dengan pola konversi piutang menjadi saham, sesuai  dengan
putusan PKPL,

¢. Untuk mengetahui masatah-masalah hukum yang timbul dalam
pelaksanaan rektrukturisasi utang dengan pola konversi piutang

menjadi saham.

Liniversiias Indonesia
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. Metode Penelitian

Metode penelitian veng diguneken dalam penulisan ini adalah
dengan pendekatan kualitafif yang bertujuan untuk mengetahuoi sejauh mana
peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal vang berkaiten
dengan kepailitan dan PKPLU, penyelesaian utang piutang, konversi saham
serta peraturan lain yang berkaitan dengan hal-hal dimaksud dengan
pelaksanaan/penerapannya. Sehingga diketzhui sejauh mana ketentuan itu
dapat diterapkan dalam kehidupan/dunia bisnis di Indonesis.

Metode penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder dan
difakukan dengan peneiitian putusan pengadilan dan kepustakaan (hvary
researchy. Untuk memperoleh data-data yang diperiukan guna penulisan ind
maka digunakan kedua metode peneglitian, yaitu metode  penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan.,

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis
datanys, bagi pencliian mi terdapat data primer dan data sekunder, yang
terdird darl ;. bahan hukumn primer, bahan hokum sekunder, dan bahan
hukum tersisr, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum
tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yaag dikenal
dalam thmu hukum. Adapun bahan-bahan pustaka bidang hukum meliputi :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat

yang mengikat sepertt norma dasar, peraturan perundang-undangan atau

keputusan pengadilan.

Linivergitas Indonesia
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenal bahan hukum primer. Bakan hukum sekonder yang dimaksud
disini adaiah behan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan
isinya tdak mengikat. Bahan hukum sekunder vang digunakan penulis
disini adalsh buku yang membahas mengenai. kepailitan  dan
restrukturisasi, penulis jups menggunakan behan-hahan mengenal
perbankan dan hukum perusahaan.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk
maupun penjeiasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.
Bialans kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan
masalah yang dikail.

Untuk melengkapi data-data yang dibutehkan dalam penelitian,

Penulis melakukan berkomunikasi langsung dengan para pegawai atay

pibak-pihak yanyg ierkait dengan obyek penulisan tasis ini.

E. Landasan Teori

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyelesaian ulang
dalam kaltannya desigan kredit macet yang terjadi di PT. Bank BNI Thk vang
saat inf dalam pengorusan KP2LN Jakaria i, namun dalam wakiv yang
bersamaan Debitor dalam hal Ini PT. Sckar Laut Thk mengajukan PKPLU atas
gugatan pailit yang diajukan oleh BNP Paribas. Sehingge apabils pengajuan
PKPU dimaksud disetujul oleh kreditor dar disabkan oleh Pengadilan Niage

maka terhadap penyelesaian kewajiban PT. Sekar Laut Tbk  harus
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diselesaikan sebagaimana skema vang telah dipuiuskan oleh pengadilan niaga

karena keputusan pengaditan niaga mengikat semus pihak.

Menwrut Peter, aturan main dalam bentuk porangkat peraturan hukum

di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaizu*:

i,

Atoran hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadssn
lembaga-lembaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar
(substantive legal rules).

Aturan bukum yang mengatur perilaku {bekavior) para pelaku bisnis
dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis,

Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.,

Pengertian kepailitan sesuai pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan

atan Faitlismenit Verordening S. 1Y905-217 jo 1906-348, yaitu:

“Setiap berutang, (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti
membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohanan
seseorang ataw lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim
dinyatakan dalam keadaan pailit”,

Ini agak berbeds pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu

daloy lampivan UL NOA Th, 1998 pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar sedikitnya satu utang vang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinvaizkan pailit dengan putusan Pengadilan  yang
berwenang sebagaimena dimaksud dalam passl 2, baik atas
permohonannya sendivl, maupun atas permintaan seorang atau
lebsih kreditomya”.

' Rahayu Hartind, Hukum Kopoiliton, vetakan kedua UMM Press Malang 2007, hal 4;

Univarsiias Indonesia
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Pengertian Kepailitan menornt UU Kepailitan No. 37 Tshun 2004
adafah : sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim
Pengawas schagaimana diater dalam Undang-Undang ini (pasal |1 ayat
{1)3. Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK
No.4 TAhun 1998 tersebut dalam Undang-undang Kepailitan Momor 37
tahun 2004 ini dimasukkan ke dalam bagtan sate yang mengatur tentang
syarat unfuk dapatnya dijatehi kepailitan sebapaimana diatur dalam pasal
2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut,

“Digbitor yang mempunyal dog atav lebih Kreditor dan tidak

membayar lunas sedikilnya sate wlang yvang telah jatuh wakty dan

dapat ditagih, dinyatakan paiii dengan putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya sendirt maupun atas permohonan satu afay
lebih kreditarnya™.

Pernyataan  pailit tersebut harus  melalui proses pemeriksaan
Pengadilan Niaga sctelah memenubi persyaratan di dalam pengajuan
permohonannya.

Keterbatasan pengetahuan peribal Hmu hokum Khususoyas hukum
kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah paiiit yang jarang
sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang
lebih akrab dengan hukum adatnys, istilah bangkrut lebih dikenal
Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar
dirinya dinyatskan pailit. Para pedagang kecil jika sudah tidek dapat

berdagang lagi, karcna modalnya habis sehingga tidak dapat lagi

membayar utang-utangnya, maka dapat di katakan bahwa pedagang
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dimeksud  sudsh  bangkret.  Tidak  demikian  halnya  bagi
pengusaha/pedagang besar, pengentian mengenal kebangkrutan maupun
paiiit telah mereka ketahui,
Menwrat  Sri Rejeki Hartono, lembaga kepatitan pada
dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligusz. yaitu
1. Kepailitan sebagai  lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya
bahwa debiter tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung
jawab  gtas semua huteng-hutangnya Kepada semua krediior
kreditornya.
2. memberi perlindungan kepada debitor ferhadap kemungkinan

sksekust masal oleh kredifor-kreditormya.

Dyilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di
atas taka esensl kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita
umurn  atas  harta  kekayaan debitor  diperoleh  selama kepailitan
berlangsung untuk kepentingan semua kredifor yang pada wakty kyeditor
dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan
pihak yang berwalib. Akan tetapi dikecualikan dari kepallitan adalah’™
. Benda, fermasuk hewan vang benar-benar dibutubkan oleh Debitor

sehubungan dengsn pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis
yvang digunakan untuk kesehafantemapt tidur dan periengkapannya

yvang dipergunakan oleh Debitor dan keluargannya, dan bahan

? Rahayw Hartini,ibid hal 15

* tndonesia, Undang-undeng No. 34 Tahun 2004 Temang Kepaifitan dan PKPU, pasal 22;
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makanan untuk 30 hart bagi Debitor dan keluargannya yang terdapat
ditempat i,

2, Semua hasi! pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari
pekerjaan sendiri, gap suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang
tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh yang ditentukan oleh
hakim pengawas.

3. Usng yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban

pemberian nafkahnys menurut undang-undang,

Apabils seorang debitor (yang berhutang)} dalam  kesulitan
kenwangan, tenty saja para kreditor akan berssahsa untuk menempub jalan
untuk menyelamatkan plutangnya dengan jzian meogajukan gugatan
perdata kepada debitor ke pengadilan denpan disertai sita jaminan atas
harta si debitor atau menempuh jalan lain yaitn kreditor mengajukan
permohonan ke Pengadilan Niaga agar si debitor dinyatakan pailit.

Jiks kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalul gugatan
perdata, maka hanya kepentingan kreditor/st penggugat saja vang dicukupi
dengan hatta si debiior vang disita dan kemudian digksekust pemenuhan
piutang dari keeditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidsk
dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor
memohon agar Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit, maka dengan

persyaratan pailit tersebul, maka jatuhlah sita umum atas semua harta

id
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kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telsh dilakukan
sebelumnya bila ada menjadi gugur. |

Dikataken sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan
seorang stau beberaps orang kreditor, melainkan untuk semus kreditor
atau dengan kata lain untuk mencegeh penyitaan dari eksekusi yang
dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Hal fain yang perlu
dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan
pribadinya. Jadi termohon pailit tetap cakap untuk melakukan perbuatan
hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang
timbul dart kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya, Jadi demikianksh
sebenarnya esensi dari kepailitan.

Ada beberaps faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran vtang, yaitu menghindari adanya ¢

. Perebutan harta debitor apabila dalam wakiu yang sama ada
beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor,

2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya
dengan menjual barang milik debitor tanpa memeperhatiken
kepentingan debitor lainnya

3. Kecursngan-kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor atae

dabitor seadin,

Menorut Sotan Remi Sjahdeizzi“ jantinan adalab suan langgungan

yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor,

* Butan Remy Sjahdeini, Mok Jaminan dan Kepaifitan, yayasan pengembangan hukur
bisnis, lakarta, 2000,hal $;
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untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan
ini diberikan untuk kepentingan Kreditor guna menjamin dananya melalui
suatu perikatan khusus yang bersifal asesor — acceseir — dari perjanjian
pokok - perjanilan kredit atau pambiayaan - olgh Debitor dengan

Kreditor,

Undang-undang memberikan jaminan vang terfuju terhadap semus
Kreditor dan mengenai semua harta benda Debitor, demi kepentingsn
Kreditor yang mengadakan perutangan’. Keberadaan jaminan merupakan
sgrana perlindungan bagi keamanan Kreditor, yakni kepastian aksn
nelunasan uteng Dehitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau
oleh penjamin debitor. Undang-undang dalam hal ini KUHPer, telab

memberikan sarana perlindungan bagi para Kreditor, seperti tercantam

dalam Pasal 1131, yang berbunyi,

"Sepala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian harl, menjadi tangpungan untuk segala perikatan
perseorangan” .

dan Pasal 1132 KUHPer vang berbunyi :

Kebendann tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua
orang yang mengutangkan padanva; pendapatan penjualan bendas-
benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yailu menurat
besar kectlnya piutang masing-masing, kecuzli apabila di antara
para berpiutang Hu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

* St Soedewi Masheoen Sofwan, Hukum Jaminan i indonesia. Pokok-pokok Hukum
Jeresinan daw Jamivay Perorangan, Liberly Yogyakarta 980 hal 44,
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Ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer tersebut, merupakan
jaminan secara umum alau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-
vndang. D sini, undang-undang memberikan perlindungan bagi semua
Kreditor dalam kedudukan yang sams, atau di sini berlaku asas porifas
ereditorium, dimana pembayaran atau pelunasan utang para Kreditor
dilakukan secara seimbang ~ ponds ponds gewijs. Dengan demikian para
Kreditor hanya berkedudukan sebagai Keeditor Konkuren yang bersaing
dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada azlasan yang
memberikan kedudukan preferent droit de preference - kepada para
Kreditor tersebut, Dalam KUHPer disebutkan bahwa kedudukan preferen
int diberikan kepada Kreditor Pernegang Gadai dan Hipotik (Pasal 1131

KUJHPer).

Keiemahan jaminan yang bersifal umum, sebagaimana terdapat
dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPer di atas, dalam perjaniien
ptaiam meminjzm  atau  perjaniien  hutang piutang, adalah  tidak
memuasksn bagi Kredtor, karena kurang memberikan rasz aman dan
jaminan bagi pinlaman vyang diberikan. Oleh sebab itu, Kreditor
memerltkan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus

sebagai jaminan piutangny2 dan itu hanya berlaku bagi Kreditor tersebut.

Dengan perkstaan fain, Kreditor memerlukan adanya jaminan yang
dikhususkan baginya, baik yang bersifst kebendaan maupun perseorangan,
Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan

antgra Kreditor dengan Debitor atas pihak ketige, yang dapat berupa
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jaminan yang bersifat  kebendaan atan  jaminan yang bersifat

perseorangan{

Iaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan kebendaan, adalgh
jaminan yang dimilikd oleh Kreditor berupa hak mutlak atas sesuatu benda

tertentu milik Debitor, Jaminan kebendaan mempunyal ciri-ciri’

1. Mempunyai hubungan langsung dengan benda tertesstu milik Debitor,
2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja;

3. Mempunyai sifat droif de suite, atau selalu mengikuti bendanya;

4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

5. Dapat dipindahiangankan atac dialibkan kepada orang lamn.

Contoh jaminan kebendaan, adalah hipotik, hak tanggungan, gadai dan
fidusia, Kelebihan dari jaminan kebendsan tersebut, adalah bahwa
Kreditor didahulukan dan dimudshkan dalam mengambi  pelunasan
utangnya afay hesil penjualan benda tertentu milik Debitor, dimana pun
benda tersebut berada. Hal inl sesual dengan sifat dro#f de swite yang
dimilikinya.

Kelebihan lainnya, adalah jika jaminan kebendaan tersebut
berbenturan dengan jaminan perorangan, maka jarninan kebendaan itu
memiliki prioritas untuk didahulukan, karena sesuai dengan asasnya hak

kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan, tidek peduli apakah hak

8 thid il 45-46;
? Satric |, Hukum Jominan, Haok-hak Jamivan Kebendaon, Citra Aditys Bakti, Bandung
1946, hal 13;
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kebendaan tersebut teriadinys lebih dulu atau febih belakangan dart hak

perorangan.

Kelemahan jaminan kebendaan, adalah bahwa benda vang
dijadikan jaminan haruslah benda yang dapat diperjualbelikan dan
mempunyai nilai ckonomis untuk dijual. Artinya jika ada suatu benda
tertentu yang dapat diperjualbelikan tetapi sama sekali tidak mempunyai
nilai jual secara ekonomis, maka benda terschut tidak dapat dijadikan

sebagal juminan utang,

Iaminan perorangan - borgiocht — atau persontdl guorontee’,
adalah jaminan berupa permnyatasn kesanggupan yang diberikan oleb
seorang pihak ketigs, guna menjamin pemenuhan kewajiban Debitor
kepada Kreditor, jika Debitor yang bersangkutan cidera janji. Jaminan
semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang sebagaimana
diatur dalam pasal 1820 — 1850 KUHPer. Dalam perkembangannya,
jaminarn perorangan juga diprakiekan cleh perusahaan vang menjamin
wtang perusshaan vang lainnya. Jaminan seperti ini sering discbut sebagai

corporate guarantes,

Jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung pada
perorangan fertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap Debitor

tertentu serta terhadap harta kekayaan Debitor seurnumnya’.

§ Mariam Dorus Bodrulzaman, Beberape Permasalohan Hidum Hak Jamingr, yayasan
Pengembangan Hukum Hisnis, Jakans 2000, hal 1§}
® &ri Saadewi masichoen Sofwan, op.cir. hal 47;
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Kelebihan jaminan perorangan, adalah behwa jaminan tersebut
tidak membedakan mana piutang yang lebih dahulu tetjadi dan mana
piutang yang terjadi kemudian, karena di dalam jaminan perorangan
terkandung asas Kesamaan. Semua piutang mempunyal kedudukan yang
sama terhadap harta kekayaan Debitor. Kelehihan lainnya, adaiah bahwa
Kreditor merasa lebih terjamin karena mempunyai lebth dari seorang

Debitor yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya.

Kelemnahan jaminan perorangen, adalah jika benturan dengan
jaminan kebendaan maka jaminan perorangan pasti dikalahkan, karena

vang memperoleh prioritas untuk didahulakan adalah jaminan kebendaan,

Palam prakiek perbankan, jaminan yang dilembapgakan sehagai
jaminan kebendaan adalah hipotik, bak fenggungan, gadai dan fidusia,
Sedangkan jeminan perorangan diwnjudkan dalam borgiocht ~ perjaniian
penanggungan, perjanjian garansi, perufangin langgungan mEnanggung

dan sebagainya,

Setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, hipotik atas
tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah tidak berlaku lagi.
Hipotik hanya berlaku bagi kapal Laut yang berukuran paling sedikit 20
ton isi kotor, dan pesawat terbang yang telah mempunyai tanda
pendafiaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotik atas kapal Laut diatur
dalare pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang — KUHD ~ dan
Pasal 49 ayat {1} Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang

Pengrbangan.
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Dengan demikian, hak-hak jaminan yang dewasa ini terdapat

dalam sistern bukuwy posttif di Indonesia adalzh :

{. Hak Tanggungan, sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 Tantang Hak Tanggungan Atas Tansh Beserta Benda- .
Bends vang Berkaitan Dengan Tanah.

2. Hipuotik, sebagaiman distur dalam Pasal 314 KUHD, Pasal 49 ayat (13
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, bagi
hipotik kapal, dan Pasal 12 ayat (2} Undang-undang Nomor 15 Tahun
1992 tentang Pensrbangan, bagi hipotik pesawat terbang.

3. Gadai, sebagaimana diator dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal
1160 KUHPer.

4. Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun
1955 tenitang Jaminan Fidusia

5. Jaminan pribadi — borgiochi - atau personal guaraniee sebagaimana
diatur dalam Pasal 1820 sampai deagan Pasal 1856 KUHPer,

Kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan atau Kreditor
tidak selarmanva berjalan mulus, yakni dikembalikan atau dibayar [unas
oleh Debitor sesuai dengan jumish dan wakiu vang diperjaniiken, Dalam
prakiek, seringiali terjadi Debitor tidak dapat mengembalikan fasilitas
kredit yang diterimanya. karena berbagai macam alasan, seperti @ adanya
masalah  operasional  perusahasn, terjadinya  mris-monagement,

ketidakjujuran dalam mengelols kegistan usahanya dan lain sebagainya.
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fika Debitor tidak melaksanakan kewajibannyas bukan kargna
keadaan memaksa, maka Debitor diangeap melakukan cidera janii stay
wanprestasi, Subekti, merumuskan empat bentul wanprestast darl seorang
Debitor, yakni '%

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yeng disanggupinya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

¢. Welakukan apa vang dijanikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu vang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sementara #u, Setiawan, menyebutkan adz tiga bentuk wanprestasi,

yaitu'' ¢

a. Tidak memenuhi presiasi;

b. Terlambat memenuii prestasi;

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut  Pasal 20 juncte Pasal & Undang-undang Hak
Tanggungan, Usdang-undang Nomor 4 Tahun {996, apabila Debitor
wanprestasi afau cidera janji, ada dua langkah vang dapat ditempuh olch
pihak Kreditor untvk mengatasi kondisi wanprestasi (ersebut.

Pertama, Kreditor selaku pernegang Hak Tanggungan Hak Pertama
dapat menjual obyek Hak Tanggungan “atas kekuasaan sendiri” melalui
pelelangan umum, dan mengambil pelunasan pilutangnya dari hasil

penjualan tersebut. Artinya, penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut

" RSubekd, Hukum Perikaton, Poira Abacdin, Bandung, 1999, hal. 1§,
" Zefiawan, Pokok-pokok Perikerar , Patra Abacdin, Bandung, 1999, hal)8;
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melalui pelelangan umum dilakukan tanpa memerlukan  persetujuan
teriebih dahulu dari Debitor selaku Pemegang Mak Tanggungan.

Kedua, atas dasar “fitde eksekwtorial” vang terdapat dalam
Sertifikat Hak Tanggungan, Kreditor selaku pemﬁgéng Hak Tanggungan,
dapat menjual obyek Hak Tanggungan raelalui pelelangan umum, menurut
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
bertaku, uniuk pelunasan plutangnya dengan “hak mendahuly” dari pada
Kreditor lainnya. Artinya, Sertifikat Hak Tanggungap tersebut mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekvatan hukum tetep.

| 8 Kerangha Konsepsional
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterprestasikan
pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan ini, sekaligus
untuk mempesielas dan mempermudah pemahaman, berikut in) beberpa
istilah yang mungkin sering muncud, yaity .

Kepailitan"

, adalsh sita umum atas semua kekaysan Debitor
Pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan
Hakim Pengawas sebagal mana yang distur dalam undang-uedang

kepatlitan,

 indonesie, Undang-widang Novior 37 Tahun 2004 Tentang Kepoifiian dan PKPU, Bab 1
Kufeotean Umuem;
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Kreditor™, adalah orang vang mempunyal piutang karens
perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagth dimuka pengaditan.

Debitor'?, adalah orang yang mempunyai utang karena karena
perjanjian atay Undang-undang yang pelunasannya dapai ditagih di muka
pengadiian.

Utang"™ adalah kewajiban vang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumiah nang balk daiam mata sang Indonesia ailay mata uang asing,
baik secara langseag maupun yang akan timbul kemudian hari atau
kontujen, yaag tmbul karena perjanjian atau Undang-undang dan vang
waith dipenuhi oleh Debitor dan uila tidak dipenuhi memberi hak kepads
kreditor urduk mendapat pemenuhannya dari harta kekayzan Debsitor,

Hakim Pengawas'®, adalah hakim yanp ditunjuk oleh Pengadilan
dalarn putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran

utang.

Asumsi/Hipotess

Dalam penelitian ini asumsi yang dapat dikemukakan penulis,

adalah sebagal berikut,

1. Dalam raogkz mempertahankan cksistensi perusshaan, perusahaan
yang dipailitan dapat mengajukan penundaan kewaiiban pembayaran

hutang kepada para kreditor melalui penetapan pengadilan niaga.

B thid:
" Ibid:
* Ibid:
'® Ihid:

20
Universitas Indonesia

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH Ul, 2008



2. Perusahaan atau debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dalam
benfuk apapun  kepada para kreditor sebagal  bentuk upaya

penyelesaian kewaiiban perusahaan.

Sistematika Penulisan

Dalam rangka menyajikan vraian yang sistematis berkenaan
dengan penchitian vang ditakukan, penulis mencoba menyusun sistematika
penulisan sebagai berikut. -

Pada Bab I, yakni bab pendahuluan, diuvraikan secara ringkas
mengenal latar belakang, rumusan masalzh, tyjuan penulisan, metode
penelitian, asumst, landasan teori dan sistematika penulisen, -

Pada Bab I, disajikan secara normalive mengenal pengertian
restrukturisasi, pola restrukturisasi utang, dan beberapa permasalahan
dalam resirukfurisasi utang.

Pada Bab 1Jl, mengenai PKPU yang dimohonkan dari PT. Sekar
Laut Thk diuraikan yang terkait dengan PKPU, tujuan PKPU, dan
Keiebihan dan kekurangan PKPUL

Pada Bab IV, moagenal konversi piufang PT. Bank BN thk
menjadi saham dalam PT. Sekar Laut Tbk. keputusan PKPU untuk
Restrukturisasi Utang, pelaksanaan konversi piutang menjadi saham,
Aspek perpajakan dalam Konversi Piutang Menjadi Saham dasn kendala-
kendala dalam pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Szham,

Pada Bab tferakhir, vakni Bab V penulis menyusun beberapa

kesimpulan, dengan berdasarkan dari permasalahae yang ada dengan
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memperhatikan analisa proses restrukturisasi utang dengan pola Konversi
Piutang Menjadi saham sesuai keputusan PKPU sebagaimana diuraikan
dalam Bab 1V, dan dengan memperhatikan pula uraian-uraian pada bab-

bab sebelumnya.
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BABII
RESTRUKTURISASI UTANG

A. Pengertian

Arti kata vestrukturisast dari sudut pandang gramatikal berasal dari
dua kata yang merupakan razngkaian satu sama lainnya, yaitn : Ke, yang
memiliki arti kembali atau vlang, dan struftur, yang memiliki arti bentuk atau
tata maupun pondasi'’. Apabila dirangkaikan, maka kedua kata tersebut
menjadi memiliki arti menata kembali bentuk atau pondssi vang telah ada
menjadi bentuk atau pondasi yang baru,

Restrukturisasi lebih merupakan suatu penyelamatan dari
pada corrective action®. Restrukiurisasi terpaksa  dilakukan untuk
menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap
ditagih dan selesad.

Restrukturisasi Utangfkredit™ adalsh terminologt keuangan yang
banvak digunakan dalam perbankan, vang arlinya adalsh upays perbaikan
yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor vang meéngalami
kesulitan untuk memenuhi kewatibannya. Restrukturisasi yang dilakokan

antara fain meialul;

¥ Peter Salim dan Yani Satim, Kamus Bakhase indonesia Kontemporer, (Jakarts : Modern English
Press, 1991), hal.876;

18 A corrective action is a change implemenied to address a weakness identified in o swmagement
system. Normally coreective actions are instigated in response (o a customer complaint, abnormal levels if
infernal nonconfarnity, nonconformites identified during an internal audit or adverse or unstable trends
in product and process momitoring suck as would be identified by SPC., hup:ien.wikipedia.org, diskses
tanggal 3 Juli 2008,

™ ntipoffid wikipedis.org/wikifRestrukiurisas) kradit, diakses tanggal 22 juni 2008:
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1. penurunan suku bunga;

2. perpanjangan jangka waktu kredit;

3. pengurangan tunggakan-bunga kredit;
4. pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. penambahan fasilitas kredit ;

6. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pengertian kredit dalam pasal | angka (11} Undang-Undang Nomor 10
Talun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992

tentang, Perbankan, adalah :

“Kredit adalah penyediaan vang gtau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarken persetuyjuan atau kescpakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pibak peminjam untuk
melunasi uwtangnva sctelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bun #1240

Sedangkan ketentuan Pasal 7 ¢ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan®,
mernyebutkan bahwa:

“Bark umum dapat melakukan kegiatan penyertaan moda! sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah, dengan svarat harus menarik kembali

# indonesta, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubshan atas Undang-undang No.7 tahun
1997 tendang Perbankan, pasal 1;
T Fhid;
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penyertaannya, dengan memenuchi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia”.

Pada penjelasan Pasal 7 ¢ tersebut di zfas mengutarakan bahwa Pokok-
pokok ketentuan vang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Penyertasan modal sementara oleh bank berasal dan konverst kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayan berdasarkan Prinsip Syariah pada
perusahaan bersangkutan;

2. Persyaratan kegagalan kredit atan kegagalan pembiayaan berdasarkan
Prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;

3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila® ;

ay  Telab melebibi jangka waktu paling lama 5 (lima} tahun, atau
b) Perusahaan telah memperoleh laba;

4. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank,
apabila dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun, bank belum berhasil
menarnk penyeriaannya;

5. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara

oleh bank.

Maka dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, konversi piutang
menjadi peryertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang berbentuk

Perseroan Terbatas harus dilihat kerentuan vang ade dalam Undang-undsng

% Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBY2005 tangpsl 20 Januari 2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktive Bank BUMN, pasal &3,
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Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 35, yang berbunyi

sebagai berikut:

1. Pemegang saham dan kreditor Iainnya vang mempunyai tagihan terhadap
perseroan Hidak dapat menggunakan hak fagibnya sebagsi kompensasi
kewajiban penyetoran atas harga saham vang telah diambilanya, kecuali
distajui RUPS.

2. Hak tagih atas Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang
dapat dikompensasi dengan setoran szham adalah hak tagih atas tagihan
terhadap Persercan yang timbul karena :

a}  Persercan telah menerima vang atau penyerghan bendsa berwujud atau
benda tidak berwujud yang dapat diniai dengan vang;

by  Pihak yang menjadi penanggung atan penjamin utang Perseroan telah
mermbayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin;

c} Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang pihak ketiga dan
Persereoan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat
dinilai dengan vang vang langsung atau fidak langsung secara nyata

telah diterima Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk
Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham,
menetapkan bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan menjadi setoran modal

adalah setiap bentuk tagiban terhadap perseroan yang timbul karena 2

% peraturan Pemecintal Nomor {5 tahun 1999, pasal I
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. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak,dimana
perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang;

Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah
melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur bahwa bentuk

tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan demgan kewajiban

penyetoran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang .

mempunyai tagihan pada perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Saham

Kompensasi yang dimaksud dalam PP tersebut adalah saham-saham baru yang

akan dikeluarkan oieh perseroan, dan bukanlah saham yang telah ada.

Sedangkan mengenai kompensasi dari konversi saham tersebut dapat

diketahui dari Pasal 2 ayat 2 PP 15/1999 yang mehyatakan bahwa kompensasi

atas bentuk tagihan tertentu menjadi saham hanya dapat dilakukan:

L.

Berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan
persetujuan Rapat umum Pemegang Saham; atau Berdasarkan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 3 PP 15/1999, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
kepentingan kompensasi ini adalah sah apabila diambil sesuai ketentuan
pasal 75 Undang-undang no.l Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang

sudah diubah dengan Undang-undang No 40 Tahun 2007 pasal 38
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Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Keputusan rapat umum pemegang
saham uotuk merubah anggaran dasar adalah sah apabila dihadiri oleh
pemegang ssham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumiah
seluruh saham dengan hak svara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit
2/3 dari jumlah suara tersebut,

Pasal 2 dan 3 terscbut di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk
tagihan iet‘“{emu dapat dikompeasasikan oleh perusahaan debitur dengan
kewajiban penyetoran atas harga saham baru perusahaan debitur sgbagal
saham kompensasi, yang diambil bagian oleh Pihak Kreditor atau pihak
yang mempunyai tagihan kepada perusahaan debitur,

Apabila penyeriaen modalisaham telah melebihi jangka wakiu 5
tahun maka wajib dihapusbukukan dari neraca bank. Hal-hal lain yang periu
mendapat perhatian dalam proses konversi kredit menjadi saham adalah
penyesuaian Anggaran dasar Persetujuan RUPS untuk:

1. Melaksanakan kompensasi atas tagihan menjadi saham kompensasi.
2. Mengeluarkan seham baru dari portepel perusahaan untuk diambil
bagian oleh kreditor,

Membzah anggaran dasar khususpya strukiur permodalan, RUPS
harus dibadiri minimal 2/3 bagian dari jumliah selurvh saham dengan hek
sugra vang sah dan disetujui minimal oleh 2/3 dari jumlah tersebut
Persetujuan dari para kreditor lainnya®. Merupakan salah satu hal yang
harus dilakukan untuk meminimalkan risiko kemunglkman terdapat kreditor

lain yang tidak menyetuiui restrukfurisasi wang dengan konversi dalam

' Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tuhur 2007 Tentang Perseroun Terbalas, Pasal 88,
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bentuk saham, sehingga ada kemungkinan pula kreditor lain yang dengan
dilakukan restrukturisasi tidak memperoleh pembayaran dari debifur dan
kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan kepailitan schingga hal ini
dapat menimbulkan risiko kerugian bagl Bank, apabila di kemudian hari
restrukturisast dibatalkan olsh lembaga peradilan,

Dengan penyeriaan vang dilakukan oleh kreditor ke perusshasn dan
debitur maka untuk memberi keamanan atas usaha serta sumber pembayaran
maks kreditor harus dapat melakukan pengendalian perusahaan yaitu
dengan melakukan penguasaan mayoritas saham dengan jumlah minimal
75%. Selain kepemilikan saham  kreditor seksligus. masulk  dalam
kepengurusan dari perusahaan dan dalam hal ini kreditor harus mempunyai

kapasitas untuk dapat mengelola usaha dan perusahaan debitur,

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peratwran Bank Indonesia
Nomor 7/2/PBI/2003 tanggal 20 Januan 2005 tentang Penilalan Kualitas
Aktiva Bank BUMN, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia -
Nomor: 99/6/PBI22007 tentang perubahan Kedus Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, kualitas kredit
digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar,

diragukan atay macet®,

% Peraturan Pank Indonesia Nomor 7/2/PBI2005 wanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank BUMN, yang teish diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 98/6/PBI/2007
ientung perubahan Keduz Alas Peraturan Bank Indonessia Nomor 7EPRIZZ005 tangsel 20 lanuan
2005 pasal 12 ayal 3 (tiga);
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Kredit Bermasalah adalah keadaan debitor yang memberi indikasi
potensial bzhwa sebagian ataupun seluruh kewajiban tidak mampu untuk

dilurast.

Beberapa faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasgalah

antara lain :

1. Fakior intern, fakior mi meliputi dua sisi, pertama sisi debitor, sep&i‘i‘i
masaiah operasional usaha, kecurangan dan atau ketidak jujuran debitor
dan penyalahgunaan kredit (moral hazard debitor). Kedua sisi bank,
seperti kesalahan petugas bank dalam melakukan analisis kredit, moral

hazard pegawai bank, lemahnya pembinaan dan kurangnya pengawasan.

2. Faktor ckstern seperti force mafeure dan perubahan lingkungan ekstern
lainnya, antara lain @ kondisi politik, sosial masyarakat, inflasi, dan

sebagainya.

Sesvai Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Perbankan dalam
hal ini PT.Bank BNI, Tbk hanya dapat dilaknkan terhadap debitor yang

memenuhi kriteria sebagai berikut™:

a. debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
dan
b. debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenubi

kewajiban setelah kredit direstrukturisasi,

@ thid pasal $1;
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Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Perbankan dilarang
melakukan  restrukturisasi  kredit dengan  fujuan  hanya  uniuk

menghindari®’:

a.  pemuunan penggoelongan kualitas kredut
b.  peningkatan pembentukan Penyisthan Penghapusan Akiiva {(PPA)}

¢, penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual

Berdasarkan Pemyatasn Standar Akuntansi Kevangan PSAK)
Nomor 34 restrukturisasi utang piutang i mencakup, namun tidak

terbatas pada, satn atau lebih kombinasi berikut 2%;

& Transfer asset terhadap real estate, piutang pada pihak kefiga atau
asset lain dari Penanggung Utang kepada kreditor untuk memenuhi
sebagian/selurub utang pivtang (termasuk fransfer sebagal akibat dari

kepemilikan kembali atau sita jaminan).

b. Penerbitan saham baru atau penyertaan saham Penanggung Utang
untuk memenuhi sebagian atau seluruh utang piutang, kecuali jika
saharn diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan vang telah
ditetapkan sebelumnys untuk pengubaban utang piutang menjadi

pemberian sasham {misalnya penukaran obligasi konversi),

¢, Modifikasi syarat-syarat utang piutang, seperti satw/lebih kombinast

berikut:

¥ thitpasal §2;

# ikaten Akuntan Indonesia. Pernystaan Standar Akuniansi Keuangan Nomor 54, “Ahwntansi
Restrukyurisast Viane Fiurong Bermasaloh’™. Jakarte 1 PT Sslemba Empat, 2602;
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1} Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa viang,
2} Perpanjangan jangka wakte pelunasan/ pengunduran tanggal jatuh
tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga

yang berlaku di pasar untuk utang baru dengan risiko yang sama.

33 Pengurangan {absolut atau koriinjen) jumlah pokok/jumiah yang
harus dibayar pada saat jatuh tempo utang plutang sebagaimana
yang ‘fecantum dslam instrumen utang pivtang/dokumen
perjanjian.

4) Pengurangan {absolut atau kontinjen) bunga yang terutang™.

Kreditor pada urnumnya lebih menyukal perpanjangan wakiu
karena pembayaran dapat dibarapkan diterima penuh. Dalam beberapa
hal, kreditor tidak saja menyetujui perpanjangan wakitu tetapi bersedia
tagihannys disubordinasikan (fingkat klaim menjadi lebih rendah).
Dalam kondisi ini kreditor harus mempunyai lingkat keyakinan bahwa
Penanggung Utang depat mengatasi masalahnya.

Pada dasarnya masalah terbesar dalamm menyelesaiakan utang
adalah ketidaksediaan debitor untuk melunasi atau ketidak-sanggupan
debitor untuk mempercieh pendapatan untuk membayar utang yang
telah disepakati.

Hal tersebut di atas dijelaskan oleh Edward W. Reed dan

Edward K. Gill,*, menyatakan bahwa:

** Ikatan Akuntan Indonesia, 7bids
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“Ketidak-sedigan  untuk  membayar natk-turun  dengan
keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah,
keinginan untuk membayar pinjaman lebih besar dari masa
sulit. Ketidak inginan membayar pinjaman crat kaitannya
dengan deprest ckonomi, masa pengangguran dan penurunan
laba. Dalam seat seperti itulah sifat kredit menjadi semakin
penting. Sifat pemberi pinjaman vang kejam menerkam
mangsanya pada masa sulit ini, dan dalam masa sulit inilah
pemberi pinjaman, scharusnya bertindak sebagal penyelamat.
Tapi kelihatannya bahwa alasan utema adanyaz pinjaman
bermasalah dan  kemungkinan keruginn adalah  ketidak-
mampuan peminjam untuk mewyjudkan pendapatan  dari
kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja dan penjualan

hartanya®,

B. Pola Restrukturisasi Utang
[Jari beberapa persetujuan restrukturisasi ufang vang dilakukan olen
kreditor dan debitornya terdapat beberapa pola yang lazim dilakukan, hal ini
sesual dengan Suvrat FEdaran Bank Indonesia No. 26/4/1993 tanggal 29 Mei
1993 vyaitu tentang pengaturan penyelamatan kredit bermasalah sebelum
diselesaikan melalui lembega hukum. Adapun pole penyelesaian utang

tersebut antara lain penjadwalan kemball {rescheduling), persyaratan kembali

¥ Or, Johanes Thrahim, SH.MH., Cross defandt & Cross Collateral, sebagai upava penyelesaian
&redit muces, cet ! opril 2004, PT. Refikn Adirame, Bandung, hal 16%;
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{(reconditioning) dan penataan kembah (restructuring). Adapaun secara lebih

rinci pola restrukturisasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1.

Penjadwalan Kembali (Reschedulling) yaitu perubahan syarat kredit
yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka wakiunya,
Dengann perjadwalan kembali pelunasan  kredit, bank memberikan
kelonggaran kepada debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh
tempo, dengen jalan menunds tanggal lanth temipo tersebut. Apabila
pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat jugs bank
menyusun fadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban
devitor dalam melaksanakannya, Jumlah pembayaran kembali tiap
angsuran dapat diselesaikan dengan perkembangan Lkuiditas kevangan
feash ending balance) debitor tiap akbir tahapan masa proyeksi arus kas.
Pengan demikian dibarapkan debitor mampu melunasi kredit yang
tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis
perusahaan mereka. Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan
kembali pelunasan kredit terutama dilakukan apabila debitor tidak dapat
melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo,
namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa proyek kondisi
keuangazli debitor di masa depan tidak mengkhawatitkan, dengan
perkataan lain, likuiditas kevangan yang dihadapi debitor sifatnya hanya
sementara,

Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian alau

selurub syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas pada perubmhan
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sebagian atau seluruh syarat kredit, vang tidak terbatas pada perubshan
Jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan leinnya sepanjang
tidak menyangkut penarmbahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas
seluruh atan sebagian kredit menjadi equity perusahaan’'. Rerbagai cara
mengubah persyaratan adalah sebagai berikut®®:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok;

b. Penundaan pembayaran bunga sampai wakiu tertentu. Dalam hal
penundaan pembayaran bunga sampai wakiu tertentu, maksudnya
hanya bunpa yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok
pinjamannya tetap harus dibayar seperti Biasa;

¢. Penurnnan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar
lebih meringarkan beban nasabah. Sebagai contoh jika bungan
pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturnkaan menjadi 18%.
Hal ini tergantung dari pertimbangan Bank yang bersangkurian,
Perurunan suku bunga askan mempengaruhi jurniah angsuran vang
semakin  mengecil, sehingga diharapkan dapat membanty
meringankan nasabah;

d. Pembebasan bunga;

e. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan
pertimbangan nasabah sudah mampu lagi membayar kredit
tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewsjiban untuk

membayar pokok pinjamannya sampai junas;

' Hermansyah, Hukm Perbankan Nasional Indpnesia | edisi revisi cet 4, Jakarta kencana, 2008:
* . Johanes Ibrahim SH.MH.. op.cit, hal 117;
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3. Penainan Kembali (Restructuring), yaitu penataan kembali persyaratan
kredit yang meliputi :

a. penambahan dana bank dan/atau;

b. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga meniadi pokok
kredit baru; dan/atau

¢. konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi -penyertaan
dalam perusahaan, vang dapat disertai dengan penjadwalan
kembali dan/atau persyaratan kembali.

Tujuan uwtama dari penataan kembali persyaratan kredit adalah
memperkuat posisi tawar menawar bank denpan debitor dengan cara
mengubah syarat pengadean jaminan kredit. Dalam rangka penataan
kembali persyaraten kredit it isi perjaniian kredit ditinjau kembali dan
bila perlu  ditambah atau  dikwangi. Upaya penyelamatan
kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali
pelunasan kredit,

Dalam hal kredit yang macet tersebut tidak mungkin diselamatkan
menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan kredit, maka
bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan
terbadap kredit macet tersebut. Penyelesaian atau pepagiban kredit
tersebut dapat dilakukan dengan cara menagih langsung kepada debitor
atau peniamin wang atau dapat pula dengan cara mengeksekusi agunan

yang dijadikan jaminen.
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Sedangkan Munir Fuady menyatakan bahwa biasanya program-

program restrukturisasi utang terdiri dari®

1.

Moratorium, yakmi merupakan penundaan pembayaran yang sudah
jatuh ternpo;

Hairent, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan
bunga;

Pengurangan tingkat suku bunga;

Perpanjangan jangka wakiu pelunasan;

konversi utang kepada saham;

Debt forgiveness (pembebasan utang);

Bailowt,  yakni  pengambilalihan  utang-utang,  misalnya
pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;

Write Off; yakni penghapusbukuan utang-utang.

Dengan melihat beberapa pola sebagaimana tersebut di atas, maka

dalam rangka memutuskan pola apa yang akan diputuskan, Perbankan

biasanya menggunakan beberapa pendekatan yang biasa dilakukan dalam

upaya penyelamatan wtang/kreditnya, yaity dengan analisis kebijekan

restrukturisasi adalah sccara kuantitafif dan secara kualitafif, antara lain

sebagai berikut’:

* Hadi Shubhan, Hubun Kepailiran, Cetakan 1, Jakaria : Kencana 2008 kal 150,
*Triyonc Ulome, Analisis Kuantitatif dan Kualiasf, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume §, 4

Desember J004;
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1.

analisis kebijakan restrukturisasi secara kuantitatif, yang meliputi
anglisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunasan kas, dan
analisis prediksi kesulitan Kkevangen {financial distress). Dalam
analisis ini digunakan tiga metode analisis vyaitu analisis rasio
keuangan, analisis sumber dan penggunaan kas serta analisis prediksi

kesulitan keuangan (fivancial distress}.
a). Anulisis Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi dan  kinerja  suatu
perusahsan maka diperlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering
digonakan dalam analisis laporan keuangan perusabaszn adalab
rasio. Analisis rasio keusngan vang dilakukan terbadap suatu
perusahaan akan membantu memberi pemahaman atas kondisi dan

perkembangan kinerja perusahaan yang dianalisis.

Analisis rasio keuangan suatu perusahaan untuk satu
periode tertentyu saja tidak akan memberikan manfaat vang berarti.
Qleh karena jtu, analisis rasic hanya akan memberi manfaat
apabila diperbandingkan dengan standar ierientu. Analisis rasio
keuangan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam
perbandingan, vaitu:

1}, Membandingkan rasic sekarang {present rafio) dengan rasio-
rasio dan wakte-wakiu vang lalu (Aistoris ratic) atau dengan
rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan

datang dari perusahaan yang sama.
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2). Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan
rasio-rasio seqracam dari perusehaan lain sejenis atau industri

untuk waktu yang sama’ .

Dalam meiakukan analisis rasio keuangan, Bambang Riyanto
(1997) mengelompokkan rasio-rasio keuangan wmenjadi empat
kelompok yaitu: rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan
rasio prefitabilitas,  Keempat kelompok rasio tersebut diuraikan

sebagai berikut
13. Rasio likuiditas™

Likuiditas perusabaan menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendekays. Untuk
mengukur likuiditas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio

sebagat berikut:

) Current ratio = current assels @ current Habilities

b} Qwick ratio = feurrent assets - invenfory) © curreni
Hapilities

¢} Cash rativ = cash : current Habilities

di Net working capital = current assets - currend Habilities

2). Rasio leverage (ragio solvahilitas)”

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan

suaty perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban keuangannya

* Bambang Rivanlo, Deser-dusar Pembelanjoon Peruschaon, odisi ke-d {Yogyakarta: BPFE,
19973, hal 329;

3 pambang Rivento /6/d, hal, 332,

*T Bambang Rivanto, fid, hat. 333;
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apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. Unhuk mengukur
solvabilitas perusahaan biasamya digunakan rasio-rasio sebagal

berikut:

a)  Total debt to toial assets ratio = total debt: total assets
b)  Total debt to total equity ratio = total debi: total equity
¢} Times interest earned ratio = EBIT: interest

3). Rasio profitabilitas (rasio keuntungan)™

Profitabilites menunjukkan kemampuan perusahaan
unfuk menghasilkan keuntungan. Rasio mi blasanys  juga
dihubungkan dengan rasio return on investment yaitu resio yang
mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh
perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki
oleh perusahaan maupun dengan menggunzkan dana yang berasal
dari pemilik. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan biasanya

digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

@} Net profit margin = net income © nef sales

B} Gross profit mergin = {sales-COGS) [ nei sales
¢} Operating income margin = EBIT : nef sales
4} Retwrrn on assets = net income : iotal assets

¢} Return on eguity = nef income . total equity

4). Rasio aktivitas”™

Rasio-rasio ini dimaksudkan untuk mengukur ¢fisiensi dan

efektifitas  penggunaan aktiva perusahaan. Untuk  mengukur

* Bambang Riyanto./bid, hal. 33%;
* Bambang Rivanto /44, hal. 335,
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efektivitas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai

berikut:

a)  Receivable turnover = credit sales: receivable

b)  Average collection periode = 360 : receivable turnover
¢)  Inveniory turnover = COGS : inventory

d}  Average day’s inventory = 360 . inventory turnover

e)  Fixed assets turnover = sales : fixed assets

f)  Total assets turnover = sales : total assets

b). Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan pengggunaan kas mengambarkan aliran atau
gerakan kas yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam
periode tertentu. Analisis sumber dan penggunaan kas dapat digunakan
sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan
kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat pula digunakan sebagai
dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan

datang®’.

c). Analisis Prediksi Kesulitan Keuangan (Financial Distress)

Analisis diskriminan dengan menyusun suatu model untuk memprediksi
kebangrutan suatu perusahaan dengan menggunakan formula Z-score.

Formula ini mengkombinasikan rasio [lkuiditas, solvabilitas, dan

*® Drs. Syafaruddin Alwi, Alat-alat Analisis dalam Pembelanjacn, (Yogyakarta: Offset, 1991), hal.
318;
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profitabilitas*'. Formula ini cukup akurat untuk mendeteksi kebangkrutan

suatu perusahaan untuk waktu beberapa tahun yang akan datang,

2. Analisis kebijakan restrukturisasi secara kualitatif, yang meliputi analisis
usaha debitor, analisis barang jaminan kredit, serta analisis itikad baik debitor.
Analisis kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang pengajuan
permohonan restrukturisasi, menilai itikad baik debitor, menilai kemampuan

usaha debitor, dan mengetahui keadaan jaminan kredit.
a). Analisis Usaha Debitor

Analisis terhadap usaha debitor merupa.l-(a_in suatu analisis yang
penting. Hal itu disebabkan dapat atau tidaknya debitor dalam
menyelesaikan utangnya sangat tergantung kepada kondisi usaha yang
bersangkutan. Analisis ini pada umumnya dilakukan terhz-ida; beberapﬁ

hal, yaitu :

1). Kemampuan produksi, pemasaran produk, persaingan usaha, prospek

usaha dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

2). Aspek usaha, meliputi kondisi dan prospek sektor industri, pasar,
produk atau jasa yang dihasilkan, upaya yang telah dan akan dilakukan
oleh Penanggung Utang untuk meningkatkan efesiensi dan daya saing,

serta identifikasi keunggulan kompetitif usaha Penanggung Utang*?,

A Triyono Utomo,ap.cit hal 9;
*2 Keputusan Dirjend Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis
PPN, Pasal 11;
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b). Analisis Barang Jaminan Kredit

Analisis barang jaminan dilakukan untuk mengetahul berapa
jumlab barang jaminan kredit, di mana lokast barang jaminan, bagaimana
kelengkapan dokumennya, bagaimana pengikatannys, dan berapa nilai
ikatannya. Selain itu, dengan analisis ini akan diketahui apakah barang
Jaminan markewble apabila dijual lelang, apskab hasil lelang dapat
menutupl utangnya, dan apakah terdapat sengketa kepemilikan terhadap

barang jaminan tersebut.
¢). Analisiz Itikad Baik Debitor

Beberapa knteria vang digunakan sebagar dasar penilaian itikad

baik debitor, antars lain ¢

1} Aktif melakukan pembayaran angsuran yang proporsional dengan

jumlah utang,

2).  Bersifat kooperatif yang antara jain ditunjukkan dengan berinisiatif
atau secara akfii berusaha menyelesaikan utang, melakukan
penggungkapan secara transparan (fufl  disclosure) mengenai
keadaan dan kondisi perusahaan dan atau diri Penanggung Utang,

dan mempunyai rencana penyelesaian utang yang realitis®.

B ibid, Pasal 12:
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C. Beberapa Permasalahan dalam Restrukturisasi Utang

Disamping beberapa hal yang terkait mengenai restrukiurisasi utang dengan

pola konversl piutang menjadi saham yang telah di uraikar di atas, masih terdapat

beberapa permasalahan yang juga perlu diketshui dalam pelsksanaan konversi

pivtang meniadi saham di maksud, vaitu:

1.

Saham adalah surat berharga sebagat bukti penyertean atau pemilikan individu
maupun institusi dalam suatu perusabaan. Kepemilikan  szham  ini difanda
dengan suatu  bukit  kepemilikan yang menyebutkan nama perusahaan dan
nama pemilik saham. Menurut ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang no.
40 tahun 2607 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham merupakan
benda bergeruk dan memberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
52 kepada pemiliknya.

Bentuk surat berharga maupun efek tersebut dapat menjadi pilihan bagi
kreditor untuk dapat melakukan kompensasi tagihan baik dalam penyertaan
langsung dalam bentuk saham maupun bentuk efek vang lain

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/16/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-
hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, tanggal 11 Juni 2003, dalam
konsideran huruf b, disebutkan babwa dalam melakukan kegiatan penyediaan
dana dslam bentuk penyertaan modal tersebuf, bank wajib memperhatikan
kecukupan modal, prinsip kehati-hatian, pengendalian intern, profil risiko dan

prinsip keterbukaan kepada publik.
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Penjelasan Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa kegiatan
penyertaan modal ini di satu pibak berpotensi mendatangkan keuntungan,
naraun dilain pihak perusshean fempat penyertaan modal tersebutl tetap
memiliki ristko. Sementara itu, sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaky, bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang
bergerak di bidang kevangan atau melakukan penyertaan modal sementars pada
perusahan debitur dalam rangka restrukturisasi utang,.

Oleh karena penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang
kevangan juga mengandung risiko bagi Bank, maka Bank perlu
mempertimbangkan secarz mendalamn mengenal kemampuan Bank is;iwsamya
kondisi permodalan untuk pelaksanasn penyertaan modal.

Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konverst piutang menjadi
saham memiliki risiko hukwm antars lain sebagai berikut:

a. Risiko Kompensasi.

Kompensasi uvtang/tagihan menjadi ssham memiliki risiko yang cukup
besar. Hal ini sehagal konsekuensi pertanggung jawaban dalam Perséroan
Terbatas di mana pemegang ssham hanya bertangpung jawab terbatas pada
kepemilikan saham akan tetapl tapggung jawab ini dapat menjadi tidak
terbatas dengan melihat ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomer :
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan
pertanggungiawaban pemegang saham menjadi tidak terbatas apabila:

1} Persvaratan Persercan sebagai badan hukum belum atau tidak

terpenuhi;
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2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata
untuk kepentingan pribadi.

3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.

4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum  menggunakan  kekayaan
Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak

cukup untuk melunasi utang perseroan.

b. Risiko Pembatalan Restrukturisasi Utang

Menurut ketentuan pasal 255 Undang-undang Nomeor 37 tahun
2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan PKPU pada dasamya
menyatakan bahwa Hakim Pengawas atau Kreditor, untuk kepentingan harta
pailit, dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan Dolkum debitur yang
dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikarenakan debitur
beritikad tidak baik terhadap hartanya yang merugikan kreditor atau

mencoba merugikan kreditor.
Pembatalan tersebut dapat dilakukan apabila debitor melanggar pasal
240 ayat 1 (satu) dan dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum
tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu
dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum

tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor.
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Untuk mengantisipasi risiko tersebut maka debitor dan semua

kreditor harus mentaati ketentuan yang ada.

2. Di samping beberapa pols restrukturisasi di atas, terdapat pola lain dalam
restrukturisasi utang atau penyelesalan utang, yaitu melalui restruktudsasi
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002
tanggal 13 Juni 2002 pasal 159 tentang keringaman utang". Di dalam
peraturan tersebut, DIKN diberi kewenangan untuk memberikan keringanan
utang kepada Debitor dalam bentuk :

a. Keringanan jummlah uiang yang menyangkut bunga, denda, dan atau
ongkos/beban leinnya; dan atau

b. Keringanan jangka waktu penyelesaian utang.
Kewenangan DIKN uniuk memberikan keringanan dalam bentuk bunga,
denda dan ongkos-ongkos dan keringanan jangka waktu merupakan salah
satu restrukturisasi vtang/kredit macet. Bentuk restrukturisast kredit yang
diberikan DJKN ini sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 31/15WKEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang fata cara
penyelesaian  kredit melalul restrukturisasi kredit bermasziah serta
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI2003 tanggal 20 Januari 2003
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, yeng telah diubgh
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 99/6/PB1/2007 tentang
perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor H2/PBI20605

tanggal 20 Januart 2003, Jadi dalam penvelesaian utang, DJKN selalu

AN Sutarno Aspek-aspek Hubum Perkraditen poda Bank, Alfabeta, Banduog 2003, hat 422
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menempuh restrukturisasi yaitu penyelesaian utang yang tertuang dalam
Pernyataan Bersama dan restrukturisasi kredit dengan memberikan
keringanan bunga, denda dan ongkos dan jangka waktu jika debitor
memenuhi syarat-syarat restrukturisasi.*

Dalam pengertian kredit bermasalah dan kredit macet, seharusnya
dibedakan karena kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas
macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas mulai
dari perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan yang mempunyai
potensi menjadi macet. Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat
dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:

1) terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih
dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.

2} Tidak dilunasi sama sekali, atau

3) Diperlukan negosiasi kembali atas pembayaran kembali kredit dan
bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Tetapi perlu juga diketahui bahwa kredit dengan kolektabilitas
seperti tersebut di atas dapat juga mempunyai potensi untuk membaik, dan
untuk kredit semacam itu tidak termasuk kredit bermasalah. Jadi kredit
macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah tidak
seluruhnya merupakan kredit macet. Penyelesaian kredit macet adalah
langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti

Pengadilan atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau badan lainnya

dikarenakan langkah penyelamatan melalui perundingan kembali antara

5 Ibid, hal 422;
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kreditor dan debitor sudah tidak memungkinkan.*®  Apabila kredit macet
tersebut adalah plutang negara, termasuk diantaranya tagihan bank-bank
pemerintah, maks pensgihannya dapat dilakuken oleh Panitia Urnsan
Plutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atan Kantor
Pelayanan Kekaysan Negara dan Lelang disingkat KPKNL {dh KP2LN)L
Keputusan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor
300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara Bab IX jo.
Keputusan Dirextur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor | XEP-
25/PLI2002 tanggal 18 September 2002 tentang Petunjuk Teknis PPN,
yang menyatakan mengenal  kewenangan Kepala Kantor Pelayanan dan
Kepala Kanwil untuk meberikan keringanan utang kepada Penanggung
(Hang dalam bentuk :
1} Keringanan jumlah utang yang menyangkut bunga, dendz, dan atau
ongkos/beban lainnya; dan atau

2) Keringanan jangka waktu penyelesaian utang. -

Dalam hal ini, penulis capat menyimpulkan yang dimaksud dengan
Restrukturisasi Kredit Macet adaleh upaya yang dilakukan PUPN onuk
menyelesaikan kredit macet, terhadap penanggung utang/debitor yang
memenuhi persyaratan tertentu, agar dapat menyelesaikan kewajibannya,

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Keputusan Direktur Jenderal

Pitang dan Lelang Negara Nomor ; KEP-25/PL/20G02 tanggal 18

* Sutarno, Ihid, hal 266;
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September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pintang Negara,

mengatur mengenal keputusas analisis keringanan utang, sebagai berikut :

1) Dalam hal penanggung utang menggunakan sumber-sumber lain

2)

3

dalam penwelesaian ufeng, keringanan  utang  vang  dapat
dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian keringanan jumish
utang.

Dalam hal hasil analigis laporan keuangan dan rencana kegiatan
perusahaan menunjukkan kegiatan usaha penanggung utang tidak
mendukung penyeigsaian utang secara bertahap, keringanan uiang
yang dapat dipertimbangkan hanya dalam —bentuk pemberian
keringanan jumah utang.

Dalam hal hasil amalisis laporan keuangan dan rencana kegiatan
perusahaan menunjukkan kegiatan usaha penanggang  utang
mendukung penyelesaian seluruh utang secara bertahap, keringanan
utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian

keringanan jangka waktu,

Dalam hal hasil anslisis laporan keuangan dan rencana kegiatan
perusshaans  menunjukkan  Kegiatan usaha penangpung  ulang
mendukung penyelesaian sebagian utang secara bertahap, keringanan
utang yang dapat dipertimbangkan berupa pemberian keringanan

jumlah utang sekaligus jangka waktu.
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Artinya, PT. Sekar Laut Tbk selaku debitor dapat mengajukan
restrukturisasi utang kepads PT. Bank BNI Tbk/KP2LN Jakarta II,
dan selanjutmya dapat diproses sesuai dengan ketentuan di atas.
Sehinpea PT. Sekar Laut dan PT. Baok BNI Tbk dapat saling
merurnuskan pola penyelesaian yaﬁg‘ paling efektif dan efisien bag

kedua belah pihak.
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BABIII
PEPU YANG DIMOHONKAN
‘ PT. SEKAR LAUT Thk

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewsjiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah
satu instrument yang disediakan dalam Undang-undang Kepailitan, yang
dapat dimanfaatkan oleh Debitor agar terhindar dari pelaksanaan pailit, ketika
Debitor telah atau akan berada dalam keadaan berhenti membayar (insolven).

| Menurut ketentuan hukum yang berlaku, vang berhak memohon
PKPU adalah Debitor dan kreditor, Permohonan tersebut dapat diajukan oleh
Debitor dan Kreditor, baik atas prakarsanya sendiri atauw  sebagai  resksi
terhadap permohonan pernyataan pailit.

Permohonan PKPU oleh Debitor dan kreditor, diatur dalam Pasal
222 ayst (1) Undang-undang Kepailitan Dan PKPU,  yang menyebutkan
bahwa :

“ Penundaan Kewaiiban Pembayaran Utang diaivkan oleh Debitor
yvang mempunyal Kreditor lebih dari 1{satu) Kreditor atau oleh
kreditor *.

Sesuai Pasal 222 ayat 2(dusa) Permohonan PKPU yang diajukan oleh

Debitor dalam kondisi Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan

+ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004., op.cit, Pasal
223;
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dapat melanjutkan membayar utang-utangoya yang sudah jatuh waltu dan
dapat ditagih, dspat memohon pevundaan kewajiban pembayaran utang,
dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian vang
meliputi tawaran pembaysran sebagian utang atau selurub wtang kepada
Kreditor™,

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Kepailitan Dan
PKPU tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sekalipun Debitor belum berada
dalam keadaan insofven (lidak dapat membayar utang-utangnya), namun sudah
memperkirakan akan mengalami insolven, Debitor dapat mengajukan PKPU.
Artinya, PKPU dapat digjukac oleh Debitor untuk dapat membavar utang-
utangnya. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, tidak dimungkinkannya bagi
para Kreditor Preferen dilibatkan dalam perundingan roengenal rencana
perdamaian karepa Kreditor Preferen telah terjamin pelunasan piutangnya dari
hasil eksekusi hak jaminan yang dimilikinya. Kreditor Preferen dapat saja
ditkutsertakan dalam rencana perdamaian  asatkan Kreditor Preferen yang
bersangkutan melepaskan  hak jaminannya, schingga statusnys beralih dari
Kreditor Preferen menjadi Kreditor Konkuren.™

Sementara itu, sesuai pasal 224 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomor
34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan
PKPU dapat diajukan oleh Debitor dan kreditor sebagai reaks) terhadap

permohonan pemyataan paiiit, yang menyatakan bahwa :

¥  Thid, Pasal 227 avat 2;
*  Suten Remy Siahdeini, op.cit, hal.327;
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“ayat (2} dalam hal permohonan adalah debitor, permohonan PKPU
harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang
debitor beserta bukti-bukti secukupnys dan ayat (3) delam hal
pemohonnya adalash Kreditor, pengadilan waiib memanggil debitor

meialui jury sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7(tujuh)

hari sebelumn sidang™™.

Permohonan PKPU  dapat  digjukan  sebelum permohonan
peryataan pailit disampaikan Kreditor ke Pengadilan Niaga, atau permohonan
pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Artinya, langkah
Debitor atau Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU hanya dapat
diajukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Sebagai konsekuensi dari pengajuan permohonan PKPU adalah, jika
permohonan PKPU diajukan sebelum disampaikannya permohonan pernyataan
pailit oleh Kreditor ke Pengailan Niaga, maka permohonan pernyataan pailit
tersebut tidak dapat diajuken. Sebaliknya, jika permohonan PKPU diajukan
ketika Pengadilan Niaga sedang memeriksa permohonan pernyataan pali,
maka proses pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit tu harus
dibentikan.

Apabila temyata kemudian permohonan PKPU yang diajukan Debitor
ditolak karena tidak tercapai kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor

mengenai rencana perdamaian yang disjukan Debitor atau kreditor, maka

" Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004,o0p.cib, Pasal
224 ayat (2 & 3);
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Pengadilan Niaga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 225
ayat 4, Debitor dinyatakan pailit®'.

Permohonan PKPU  harus  diajukan  Debitor  atau kreditor
secars  tertulis  kepada Pengadilan Niaga disertai dengan uraian mengenal
harta pailit dan bukti-bukti pendukungnya. Pengadilan Niaga tidak berwenang
menclak permohonan PKPU dan juga tidek boleh menilal kelayakan
permohonan  dimaksud.  Walaupun demikian, Pengadilan Niaga dapat
menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima {mier ontvenkelifk
verklaren), dalam hal permohonan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya,
atan tidak disertal surat-surat sebagaimana dimaksud datam Pasal 224 Undang-
undang Képanitanﬁ.

Sesual dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-undang
Kepailitan dan PKPLJ, Pengurus/Pengadilan Niaga wajib segera mengomumkan
putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling
sedikit dalam 2 (dua} surat kabar harjian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas
dan pengumuman tersebut juge harus memuat undangan untuk hadir dalam
persidangan yang merupakan rapat permusyawarahsn hakim berikut tanggal,
tempat, dan wakiu sidang tersebut, nama hakim pengawsas dan nama serfa
alamat pengurus. Artinya, sebelum PKPU Tetap ditetapkan, Pengadilan Miaga

harus menetapkan teriebih dahuln PKPU Sementara sepanjang Debitor telah

 tndonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Ibid, Pasal

228:
2 ibid, vasal 234;
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memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 222,223 dan 224
Undang-undang Kepailitan dan fKPU. PKPU Sementara: menyetujui
pemberian PKPU tetap, atau pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah
sampai ternyata belum tercapai persetujuan rencana perdamaian antara Debitor
dan para Kreditor Konkuren,

Begitu PKPU Sementara itu ditetapkan seketika itu diharapkan
terjadi "keadaan diam" (stay atau standstill). Siay atau standstill adalah
keadaan sfatus quo bagi Debitor dan para Kreditor yang biasanya diberikan
oleh undang-undang bukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan,
tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan,
yaitu  sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, atau
diberikan selama dilakukan negosiasi antara Debitor dan para Kreditor dalam
rangka restrukturisasi utang™.

Namun ketentuan umum tersebut di atas tidak berlaku terhadap
tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik
atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 55

ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU*,

Sebagaimana teleh dikemukakan di atas, Pengadilan Niaga

harus menetapkan terlebih dahulu PKPU Sementara sebelum menetapkan

53
54

55 (1}):

Sutan Remy Sjahdeini,op.cit. hal. 285;
Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, op.cit, Pasal
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PKPU Tetap. Pada saat yang bersamsan dengan ditetapkannya PKPU
Sementara, Pengadilan Niaga juga harus menunjuk seorang Hakim Pengawas
vang _berasal dari Hakim Pengadilan Negeri dan mengangkat seorang Pengurus
atau lebth yang akan mengurus  harta  Debitor  bersamz  dengan
Debitor yang bersanghutan, Pengurus vang diengkat tersebut harus independen
dan tidak memiikl  benturan  kepentingan  {comffict of interest) dengan

Debitor atau Kreditor,

B. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU pads dasarnya bertujuan mengadakan perdamaian amtara Debitor
dengan para Kreditornys dan menghindarken Debitor yang felah atan akan
Tnengaiamai insolven dari kepailitan. Namwn, jika kesepakatan perdamaian
dalam rangka PKPU tidak tercapai, maka pada hari berikutnya Debitor
dinyatakan pailit oleh pengadilan.

PKPU merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada Debitor
untuk melakuléan restrukturisasi  utang-utangnya, yang dapat meliputi
pembayaran seluruh atzu sebagian utang kepada Kreditor Konkuren, Jika hal
tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhimya Debitor dapat memenuhi
kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya®.

PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja, melainkan juga

urtuk kepentingan para Kreditornya, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai

* Rartini Muljadi, Repailitan dan Penyelesaian Utang Piutang,
Alumni, Bandung, 2001, hal. 173
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seorang Debitor dinyatakan paillf, sementara jika Debitor diberi waktu untuk
melakukan reorpanisasi usahanya atau restrukturisasi vlang-utangnya, diharapkan
Debitor dapat melunasi utang-utangnya.

Pernyataan pailit tentu akan berakibat menurunnya nilai perusahaan, yang
pada gilirannya kelak jugs akan merugikan para Kreditor karena Debitor kesulitan
melunasi wlang-utangnya. Oleh sebab ii, PKPU merupakan instrumen hukum
yang perlu dimanfaatkan oleh Debifor untuk melakukan reorganisasi usaha dan
atau restrukturisasi utangnya, agar yang bersangkuian  dapat melanjutkan
usahanya dan mampu membayar lunas utang-utangnya.

Menurut ketentuan Undang-undang Kepailiten dan PEPU, yang dapat
dijadikan Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah
Negara Republik  Indonesia, yang memiliki  keahlian - khusus yang
dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor, dan telah  terdaftar
pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungijawabnya dibidang hukum dan
peraturan perundang-undangan *

Dengan diangkatnya seorang Pengurus atau lebih, maka seketika itu pula
kekayaan Diebitor berada di bawah pengawasan Pengurus. Seizk dimulainya
PKPU Semerntara, Debitor pengurusan  dan pengalihan tidak b&n&maﬁg
lagi melakukan tindakan harta kekayaannya tanpa ikut serlanya atau
persetujuan  Pengurus. Artinya, Debitor diperkenankan rmelakukan tindakan

pengurusan dan pengalihan atas harta kekayaannya sepanjang mendapat

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,0p.cit, Pasal

234 ayat {3):
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pmetﬁjuan Pengures. Tindakan Debitor atas harta kekayaannva vyaog
Indonesia, dilakukan tanpa persetujvan Pengurus, tidak mengikat harta
kekayaannya.

Dalam masa PKPU Sementara berlangsung, jika para Kreditor Konkuren
dapat menyetdivi "rencana  perdamaian” ‘yang diajukan oleh Debitor, maka
artinya Kreditor Konkuren menyetyjui adanya PKPU Tetap. Atas dasar il
kemudian Pengadilan Miaga menetapkan PKPU Tetap, PXPU Tetap tidak boleh
melebili 270 (dua ratus tujubh puluh) hari terhitung sejak putusan PKPU
Sementara ditetapkan® . Dalam waktu 270 {dua ratus tujuh pulub) hari tersebut,
terrnasuk pula perpanjengan waktu PKPU jika hal itu diberikan oleh Pengadilan
tiaga.

Jangka wakta PKPU Tetap tersebut adalah jangka waktu bagi Debitor dan
para Kreditor Konkurennya untuk melakukan perundingan perdamaian diantara
mercka,  Sebagai hasil perdamaian, mungkin  saja  dihasilkan perdamaian
untuk  membenkan  rescheduling  (penjadwalan  kembali)  utang Debitor
untuk janpka wakiu vang lebih panjang, misalnya 10 (sepulub) tahun ke depan.
Artinya, jika para Kreditor Konkuren sepakat untek  memberikan
rescheduling selama misalnya 10 (sepuluh) tahun kepada Debitor, maka masa
pelunasan utang-utang Debitor kepada para Kreditor Konkwen adalsh 10

{(sepulub} tahun, bukan 270 (dua ratus tujuh puluh} hari,

7 Ibid, Pasal 228 eyat (6):
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Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan Pengadilan
Niaga berdasarkan persetujuan Konkuren yang hanya diakui atau lebih dari 1/2
(satu perdua) dari jumlah Kreditor tau sementara diakui yang hadir dan mewakili
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang
sementara diakui®®, Dengan demikian, pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan
oleh para Kreditor, bukan oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan perdamaian

sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan

PKPU apabila :
a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk

menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam

pedamaian;
b. pelaksanaan perdamaian itu tidak cukup terjamin;
c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan

satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan
tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk
mencapai hal ini; dan/atau

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dalam pengurus

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukan penundaan kewajiban

pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian, antara lain dilakukan

8 Ibid, Pasal 229 ayat (1};
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lewat restrukiurisasi hutang-hutang kepada kreditornya, khususnya kreditor
konkuren. Sebab, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang
(scbagaimana halnya juga perdamaian dalam proses kepailitan) tidak berlaku
terhadap kreditor separatis maupun kreditor yang diutamakan®®.

Dengan restrukturisasi hutang dalam penundaan kewajiban pembayaran
utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan penundaan kewajiban
pembayaran utang tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi
tawaran perdamnaian pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditor
konkuren.%

Sebagaimana yang disampaikan oleh Munir Fuady bahwa biasanya
program-program restrukturisasi hutang terdiri dari® :

1. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh
tempo;

2. Haircut, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;

3.  Pengurangan tingkat suku bunga;

4.  Perpanjangan jangka waktu pelunasan;

5. konversi hutang kepada saham;

6.  Debt forgiveness (pembebasan hutang);

7. Bailout, yakni pengambilalihan hutang-hutang, misalnya pengambilalihan
hutang-hutang swasta oleh pemerintah;

8. Write Off, yakni penghapusbukuan hutang-hutang.

" Ibid, Pasal 244 ;

¢ Kartini Muljadi,op.cit, hal.200;

®! Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Cetakan I,Jakarta,
Kencana, 2008, hal. 150;
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Berakhirnya PKPU Tetap dapat terjadi baik atas permintaan Hakim
Pengawas, atas permohonan Pengurus, atas permchonan satu atau lebib
Kreditor, maupun atas prakarss Pengadilan Niaga. Jika PKPU berakhir atas
prakarsa Pengadilan Niaga, maka hal itu dapat dilakukan dalan hal :®
a. Selama waktu PKPU berlangsung, Debifor bertindak dengan itikad buruk

dalam mengurus harta kekayaan miliknya.

b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para Kreditornya.

¢. Debitor melanggar keientuan dalam Pagal 240 ayat {1);

d. Debiter [alal melaksanakan tindakan-tindakan vang diwajibkan kepadanya oleh
Pengadilan Niaga, pada ssat atau setelah PRPU diberikan, atau lalai
melaksanakan findakan-tindakan vang disyaratkan oleh  Pengurus dend
kepentingan harta Debitor,

e. Sefama  waktu PKPU, keadaan harta Debitor ternvata  tidak lugi
memungkinkan dilanjutkannya PKPLU; atau

f. Keadaan Debitor tidak dapat dibarapkan unfuk memenuhi kewajibannya

terhadap para Kreditor pada walktunya,

. Permohonan PKPU PT. Sckar Laut Thk
PT. Sekar Laut Tbk, adalsh debitor kredit macet PT. PT, Bank BNI Tbk

diserahkan pengurusannya kepada KP2LN Jakarta IIl dengan surat penyerahan

8  Ipid, Pasal 255 ayat {1}y
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nomor DKS/3/0143/R, tanggal 14 Februari 2002 dengan nilai hutang
keseluruhan Rp 54.308.354.325,40 & USD 7,988,463.92.

Di samping kewajiban terhadap PT. Bank BNI Tbk/KP2LN Jakarta III,
Sekar group juga mempunyai hutang kepada sindikasi yang terdiri Omnistar
investment holding limited, Shadforth Agents Limited dan Malvina
Investments Limited senilai USD 23,228,750 dan tcrhadap BNP Paribas
Singapore Branch senilai USD 4,645,750.

PT. Sekar Laut Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri
makanan,antara lain kerupuk, kacang mete, udang hasil Laut lainnya serta
pengelolaan biji coklat. Saat ini, PT. Sekar Laut Tbk masih aktif menjalankan
usahanya.

Pada tahun 2004/2005 perusahaan mengalami kesulitan keuangan
restrukturisasi kredit yang diajukan mengalami kegagalan pembayaran,
penjualan saham perusahaan yang diharapkan dapat membantu keuangan juga
mengalami kegagalan, akibat dari beberapa kegagalan tersebut di atas
mengakibatkan PT. Sekar Laut Tbk tidak dapat memenuhi kewajiban kepada
para kreditornya, sehingga munculah gugatan kepailitan terhadap PT. Sekar
Laut Tbk di Pengadiian Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan
oleh BNP Paribas.

Dalam proses kepailitan PT. Sekar Laut Tbk di Pengadilan Niaga di
Pengadiian Negeri Surabaya melibatkan lima kreditor di samping BNP Paribas
yaitu Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited,

Malvina Investments Limited dan PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakata III.
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Berdasarkan mengajukan permohonan pailit BNP Paribas tersebut, PT.
Sekar Laut Tbk pada tanggal 10 Agustus 2005 mengajukan permohonan PKPU
atas dirinya kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dengan
register nomor [08/PKPUROIS/PN NIAGA SBY tanggal 16 Agustus 2003,

Sebagai tindak lanjut dari pengajuan permohonan PKPU cich PT.
Sekar Laut Tbk tersebut, Pengadilan Niaga Suwrabaya mengadakan Rapat
krediter pada tanggal 05 September 2005 dan Tapggal 13 September 2005,
Dralam rapat kreditor tersebut, pemohon menyampaikan usulan perdamaian dan
kedudukan masing-masing kreditor serta cara pembayaran/pelunasan di
samping permohonan-pemiohonan lainnya. Adapun secara Jebih rinci usulan
PKPU PT. Sekar Laut Tbk yang disampaikan tanggal September 2005, adalah

sebagai berikut® :

1.Kondisi Perseroan PT. SEKAR LAUT Thk
a. Financial Highlight

Berdasarkan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2004, dapat diketahui

1} Nilai Penjuslan Persercan mencapai  Rp 46.730.000.000,-

{meningkat 2,6% dari tabuin 2003), Laba kotor (gross profin)

juga meningkat cukup signifokan dari 0,809 milyar rupiah

diatahun 2003 menjadi 5,756 milyar rupiah ditghun 2004,

Meningkatnya laba kotor yang cukup tinggi ini antara lain

61 Rencana Perdamaiasn PP, Sskar Laut Thk, disampaikan
Saptenber 2005;
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discbabkan oleh semakin efisiennya kinemja persercen dan
penghematan terhadap biays-biaya produksi sehingga dapat
menekan harga pokok.

2} Biaya operasional di tahun 2004 mencapai 7.585 milyar rupigh
atau meningkat 7.6% dari tahun sebelumnya yang mencapai‘
7.048 milyar rupiah, Pada tahun 2004 Perseroan mencatat rugi
ﬁsa%a sebesar 1.829 milyar rupiah jumlah ini jauh lebih mengecil
dari kerugian yang dicatat pada tahun sebelumnya yang sejumlah
6,235; milyar rupigh,

3) Total aktiva perusahaan pada tahun 2004 sebesar 48,136 milyar
rupiah, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2003 yang
tercatat sebesar 47.847 milyar. Peningkatan ini banyak
dipengaruhi oleh peningkatan aktiva lancar persercan, terutama
pada posist Kas serta Plutang Usaha. Namun di sisi lain, total
kewajiban 312,922 milyar di tahun 8.9% dari sejumlah 312.922

milyar di tahun 2003 menjadi 340.716 milyar di tahun 2004

b. Utang Yang Hendak Digjukan Untuk PKPU
Perseroan  memiliki utang kepada beberzpa kreditor
kevangan. Kreditor keuangan yang hendak diajukan permohonan
PEPU, dalam hal ini adalah :
1} BNP Paribas, Singapore,

2) Vantage Capital H.L.
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3) Shadforth A, L.
4} Malvina investments L.

5) PT. Bank BNI Thk qq KPZLN, Indonesia.

Sesuat dengan Laporan Keuangan 30 Junt 2008, total Ulang

Perseroan kepada kreditor keuvanpan (bank dan lembaga keuangan

lainnya} sebesar USD 20.401.444 dan Rp 10.685.656.107,- Bunga . ..

vang ditangguhkan (accured interest) sebesar 1USD 8.403.408 dan

Rp 10.909.272.222,-.

Selain utang tersebut di atas, kepada kreditor keuangan,
perusahaan jugz memberikan jaminan pembayaran {Corporaie
Guarantee) atas utang dari anek perusahbaan (PT Papgan Lestari)
dengan nilai perjanjian sebesar USD 7.500.000 (tujul juta lima ratus
ribu US dollars) dan Rp 17.121.000.000,- (tujub belas milyar seratus
duz puluh satu juta rupiah). Atas jaminan ufang tersebut perusahaan
akan melakvkan opembayaran bersama-sams  dalam  rencana
perdamaian ini.

PT Pangan Lestari adalah anak perusahsan darl PT Sekar
Laut Thk. (perseroan), dengan kepemilikan sebesar $9,99%.

Sedangkan Utang kepada kreditor dagang, baik pihak ketiga
maupun pihak afillasi mencapal Rp 5.5 milyar. Untuk Utang kepada

kreditor dagang tidak diajukan dalam PKPU ini.
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Bahwa atas Utang-Utang sejumlah tersebut di atas, Perseroan
tidak dapat melanj utkan pembayaran utang-utang tersebut yang telah |
jatuh wakitu dan dapat ditagih. Hal fersebut disebabkan karena
kondisi keuangan Perscroan saat ini hanya mampu memenuhi
kebutuhan pembiayaan operasional saja.

Karena Ketidakowampuan Perseroan untuk menyelesaikan
kewajiban pembayaraannya kepada seluruh kreditor secara tunai,
maka Perseroan merencanskan untuk melakukan restrukiurisasi
utang. Selain it restrukturisasi jugs  bertwjuan  agar  dapat
memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan keinginen seluruh

kreditor dan untuk menyehatkan Perseroan,

2. Persetujuan

Guna memberikan perlakuan yang adil bagi selurub kreditor,
Perseroan telah mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Miage
dan telah menyampaikan rencana perdamaian yang berisi usulan-usulan
tentang cara penyelesaian utang yang akan disampaikan, antara lain tentang
hak dan kewajiban masing-masing pihak dan cara pembayaran, secara lebih
rinci akan disampaikan pada poin tersendiri bagian bawah tulisan ini. Agar
ketentuan-ketentuan dalam rencana perdamaian dapat mengikat seluruh
kreditor, maka Perseroan memerjukan persefujuan dari para kreditor atas

rencand perdamaian tersebut,
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a.

Persetujuan dari Pemegang Saham afas rencana PKPU%,

Perseroan dalam Rencana Perdamaian inl telah mengajukan
persetujuan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), vang diselenggarakan
pada tanggal 8 Agustus 2005, Persetujuan dari pemegang saham ini
diperoleh untuk memenuhi ketentuan pasal 224 Undang-Undang
n0.37 whun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang menyebutkan dalam hal debitor adalah
perseroan terbatas, maka permchonan PKPU atas prakarsanya
sendir hanya dapat diajukan setelah mendapat persefujuan RUPSLE
dengan kuorum kehadiran dan sshnya keputusan sama dengan vang

diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Persetujuan dari kreditor kenangan®™
1} Persetujuan dari Kreditor Keuangan Konkuren
Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 281 ayat
{Dyhuruf 2 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundsan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa guna
mendapatkan persetujuan Rencana Perdamaian dari Kreditor dan
selanjutnya ratifikasi oleh Pengadilan Nepara, syarat yang harus
dipenuhi adalah harug mendapat persetujuan lebih dari % (satu

per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakni atau

 pencana Perdamaian, Ibid, hal 4;

&4

Ihie;
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sernentara digkui yang hadir dan mewakili paling sedikit 273 (dua
per tiga) bagian dari selurub -tagihan yang diakui afau yang
sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang
hadir dalam sidang tersebut. Untuk itu guna tercapainya
restrukturisasi vtang sebagaimana telah disusun dalam rencana
perdamaian, dukungan penuh dari para kreditor Kkeuangan
konkuren sangat diperlukan. Tanpa dukungan dari para keeditor
keuangan konkuren, Perseroan tidak dapat untuk memenuhi

kuorum yang dipersyaratkan®,

2) Persetajnan dari Kreditor Keuangan Separatis

Rencana perdamaian ini diharapkan dapat disetujui
oleh kreditor separatis dan selanjutnya diptuskannys oleh
Pengadilan Niaga bila ketentuan pasal 28] UUK dapat dipenubi.
Sebagaimana diatur dalam ketentwan pasal tersebut, Rencana
PKPU ini® wajib mendapat persetujuan dari Y2 (saty per dua)
jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan padai, jaminan
fidusia, hak tanpgungan, hipotik atau hak sgunan atas kebendaan
lainnya vang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 {dua per tiga}
bagian dari selurab tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir

dalam sidang tersebut,

*Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentanyg
EKepailiten den PKPU, op.cit, pasal 281 avyat {1}
® rhid,pasal 281:
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Meskipun Perseroan telah mendapat
dukungan/persetujuan  darl para kreditor konkuren, namun
apabila kuorum kreditor keuangan separatis vang dipersyaratkan
oleh UUK tidak terpenuhi, maka pengadilan tidak dapat
memberikan  persetujuan  Rencapa  Perdamaian, karenanyva
Perseroan akan dinyatakan Pailif. Unfuk itu Perseroan memohon
kepada sehuruh Kreditor kevangan Separatis untuk memberikan
dukungan/persefujuan  alas Rencang Perdamaian  vang

disampaikan oleh Perseroan.

¢, Ratifikasi  oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Neperi
Setelah Rencana Perdamaian mendapat persetiuan darl para
kreditor, sehingga kuorum yang dipersyaratkan terpenuhi®®, maka
selanjuinya Majehs Hakim Pengadilan Niaga pemeriksa permohonan
PXP{} ini akan meratifikasi Rencana Perdamaian tersebut. Sebagat
skibat dari telah diputuskannya Rencana Perdamaian ini, maka
semua ketentuan yang tertulis dalam Rencana Perdamaian mengikat
dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh seluruh Kreditor, baik Konkuren

maupun Separatis, dan Persercan.

S rbid, pasal 281;
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d. Persetujuan dari Pemegang Saham untuk Pelaksanaan putusan
PKPU

Setelah Rencana Perdamaian ini mendapat ratifikasi dari
Majlis Hakim pemeriksa permohonan PKPU ini, maka Perseroan
akan menyelengparakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLEB) dengan agenda rapat meminta persetujuan dari para
pemegang saham Perseroan sehubungan dengan restrukrurisast utang
sebagaimens tercantum dalam putusan pengadilan atas rencana
perdamaian vang disetujui. Untuk pelaksanaan restrukiurisasi utang
ini Perseroan waith mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasamya dalam hal ini PT. Sekar Laat Tbk, undang-undang Pasar
Modal beserta peraturan peleksanaannya, peraturan bursa peraturan-
peraturan lainnya yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh
Perseroan,

Mengacu Rencana Perdamaian yang mewajibkan Perserosn
tunduk  pada Undang-undaang Pasar Modal maka walaupun
perdamaian ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim, namun apabila
ternyata dalam Rapat Umum Pemegang Ssham (RUPS) tidak
menyetujul tindakan Perseroan sebagaimana dinyatkan dalam
Rencana Perdamaian®, maka Perseroan dapat dinyatakan gagal dan

dapat dinyatakan pailit. Oleh karena ity, dukungar/persetujuan dari

¥ Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007,0p.cit, pasal
A%
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para pemegang ssham Perseroan sangat diperlukan guna

keberhasilan restrukturisasi utang Perseroan.

3. Perlakuan Bagi Para Kreditor Perseroan
a.  Perlakuan bagi Kreditor Non-Keuangan (Kreditor Dagang)
Terhadap tagiban dari para kreditor mon-keuangan (kreditor
dagang), Perseroan akan membayar lunas scjumlah pinjaman pokok
dari tagihan mercka pada saat jatuh tempo dengan cara pembayaran
schagaimana biasanya dalam bisnis, dan atau sesual perjanjian yang

telah disepakaii antara PT. Sekar Laut Tbk dengan para kreditor

dagangnya.

b, Perlakuan bagi Kreditor Keuangan
Para kreditor keuangan dibagi dalam dus kelompok, yaitu :
1} Kredifor Sindikasi
2} Kreditor PT. Bank BNI Tbk gq KP2LN Jakarta 111
Para kreditor yang tergolong dalam kreditor sindikasi,
adalah :
1} BNP Paribas, Singapore.
2} Vantage Capital HL.

3) Shadforth A. L.
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4) Malvina Investments L.

Para kreditor Sindikasi, tetap memiliki hak dan berdiri sendiri
dalam kapasitasnya mewakili masing-masing kreditor atau
tergantung pada perjanjian kredit sindikasinya, di dalam keperluan
untuk pemungutan suara kreditor. Hasil keputusan dari rencana
perdamaian vang telah diputuskan oleh pengadilan akan mengikat
parza kreditor Sindikasi vang ikut dalam rencana perdamaian.

Dalam hal ada salah satu atau lebih kreditor Sindikasi tidak
setuju atau menarik diri dari PKPU, namun lebih dari ¥ (satu per
dua} dari total kreditor Sindikasi setuju dengan rencana perdamaian
{etap dapat dijalankan Pelaksanaan konversi utang menjadi saham,
dapat ditunda pelsksanaannva, hingga mendapar persetujuan dari
seluruh  kreditor Sindikasi namun  tidak  mengurangi atau
membatalkan kesepakatan atas rencana perdamaian dalam PKPU ini.

Perseroan akan membayar sejumiah USD 2,787.450,- vang
dibagikan secara perimbangan kepada para kreditor Sindikasi
secara bertahap sebagai utang jangka panjang yang dapat dilunasi
perseroan {sustainable loan). Alas utang ini, dikenakan bunga
sebesar Sibor + 2%.

Sisa utang setelah dipotong, bagian atas bunga tertunggak
dan nilal utang jangka panjang, akan dikonversikan menjadi sasham

PETEETCAT.
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Utang kepada kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, akan

diselesaikan seluruhnyafsekaligus, dengan cara konversi menjadi
saham perseroan, sefelah dikurangi bagian atas bunga vyang

tertunggak,

4, Perhitungan Utang

a. Mata Uang

1

2)

Dalam rencana penyelesaian, untuk keperluan pemungitan suara
pada rapat kreditor yang bersangkutan, semua utang vang bukan
pada mata uang Rupiah akan diperhitungkan kedalam mata uang
Rupiah berdasarkan tingkat pertukaran yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia (kurs tengah BI) pada tanggal 6 September 2005, yanu
Ry, 10.350 perdofar.

Untuk mengetahui berapa jumiah saham yang akan diterima oleh
para kreditor sehubungan dengan konversi atas uiang menjadi
kepemilikan saham, maka semua utapg yang bukan dalam mata
uvang Rupiah yang terutang kepads kredifor yang bersangkutan
akan diubah kedalam mata vang Rupiab berdasarkan nilai tukar

yang sama dengan butir 1 di atas,

b. Bunga

Buniga terakurmiasi terakhir vang diakui dalam utang kepada

para Kreditor Sindikasi adalah bunga yang tercatat dalam perjanjian

74 {ipniversitas Indonesia

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH Ul, 2008



vang ditandatangani pada tanggal 12 April 2002, beserta dengan
perhitungan bunga yang terakumulasi sesual dengan nerace
persergan hingga 31 Desember 2005,

Bungz terakumulasi  yang terakhir digkei dalam utang
kepada para kreditor BANK BNI TBKqg KP2LN adalah bunga
yang tercatat scjak pengalihan utang oleh PT. Bank BNI Tbk ke
KP2LN pada tahun 2002,

Untuk keperiuan penentuan jumiah tagiban yang diverifikasi
dan perhifungan hak atas Konversi szham dari masing-masing
Kreditor Kenangan, tidsk ada bunga yang akan terakumulasi pada
utang tersebut selain yang telah diperhitungkan di atas.

Denpan  telah disetujui dan  ditandatanganinya Rencana
Perdamaian, berarti swiah tdak ada lagi  bunga vang dianggap
terakumulasi atas utang kepada Kreditor Keuangan hingga tanggal

sfektif

. Jumiah Utang

Jumlah utang vang dajukan dalam PEPU adalsh sebagai

bherikut :
Kreditor Pokok Bungs Total
Keuangan
Kreditor Sindikasi:
BNP Paribas UsD 4645750 LsD 2,608.477 USD 6,654,227
Omnistar Inv.H.1. USD B,362.350 USD 31,615.258 USD 11,977.608
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Shadfarth A.Lad
Maivina lny, Lid

USEH 6,584 650
USD 8,362.350

USD 2,811.867
USD 8,362.350

USD 9315917
USh 11977608

Total

USH 27,874,308

USD 12,030.839

USD 38,925 359

KPZLN

PT. Bank BNI Thik gy

Rp 51.364.200.000

Rp 2294415843258

Rp 54.108.354,335

d. Kreditor Separatis dan Konkuren

Dari semua kreditor Keuangan,

masing-masing memiliki

jaminan yang tidak dapat menutupi seluruh nilai Utang, Oleh sebab

ttu, maka perlu dilentukan jumlah Utang yang sesungguhnya

teriarain oleh aset yang menjadi tanggungan dan jumiah yang tidak

mungkin tercukupi oleh nilai asest yang menjadi tanggungan.

DKreditor Sindikasi;

Perhitungan nilai tanggungan untuk kreditor Smdikasi dengan

total tagihan sebesar USD 39.960.780. Jaminan atas Utang

kreditor Sindikasi adalah sebagai berikut :

1. Tanagh Perseroan :

HOR no. 452, seluas 14.450 mZ dan HGB No. 188,

seluas 41,460 m?2, wlah dipasang hak tamggungan sebesar

USD 15

LU0.008,

2. Mesin, plutang dan persediaan,

Jumlah Pilutang dan  Persediaan  yang

dilaminkan secars fidusia adalah sebesar :

telah

Na, Fidusis

Tanges!

Nilai Fidusia

Debitor

Ket

L2-13446

HT.04.06. TH200 I /NSTD

5-3.2601

Rp 11.193.258.443

PT.Sekar Last

Plur &
Persd

16
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C2-13467 6-3-2001 Rp 13.105.288.500 | PT.Sekar Laut Mesin
HT.04.06.TH2001/NSTD USD 8.434.519
C2-13468 6-3-2001 Rp 15.386.135.437 | PT.Pangan Lestari | Piutang
HT.04.06.TH2001/NSTD
C2-13450 6-3-2001 Rp 11.464.638.242 | PT.Pangan Leslari | Persd
HT.04.06.TH2001/NSTD

Rp 54.149.320.620

USD §.434.519

Sehingga Total Utang yang tertutupi oleh Jaminan Utang dan
Fidusia adalah sebesar USD 23.434.519 dan Rp
54.149.320.620,-. Dengan asumsi Kurs saat ini sebesar Rp
9.800,- per USD (dimana nilai kurs yang dipakai akan
disesuaikan dengan kurs tengah BI pada saat tanggal putusan
atas permohonan PKPU), maka untuk Kreditor Sindikasi,
memiliki porsi tagihan :

a. Tapthan Separatis sebesar Rp 54.149.320.620 + (USD

23.434.519 * Rp 9800) = Rp 283,807,606,820.
b. Tagihan Konkuren sebesar (USD39.960.780 * Rp 9800)

— Rp 283.,307,606,820 = Rp 10,808,038,864.

2)Kreditor PT. Bank BNI Thk/KP2LN
Perhitungan nilai tanggungan untuk kreditor PT. Bank BNI
Tbk qq KP2LN dengan total tagihan sebesar Rp

52.336.852.179,-
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Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT. Bank BNI Tbk,
jaminan atas Utang ke kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN

adalah sebagai berikut :
- Sertifikat Nilai HT Porsi jaminan
1 SHGB 3477, 6240m2, a/n SKL Belum dipasang
2 SHGB 141, Banjarmasin a/n SKB Rp. 1.450.000.000 Rp. 147.181.238
3 SHM no. 218 dan 219, a/n Harry Rp. 2.450.000.000 Rp. 101.413.860
Lukmito
4 SHM no.220 dan 221, a/n Rita Rp. 2.450.000.000 Rp. 101.413.860
Melinda
SHGB n0.20 a/n PTNELAYAN Belum Dipasang
AK.
SHGB no.55, a/n Hary Sunogo Belum Dipasang
Totai 350.008.959

Nilai Hak Tanggungan adalah nilai berdasarkan hak tanggungan
(hipotek) yang telah dipasang.
~Porsi Jaminan : Bahwa sertifikat tanah yang dijaminkan adalah
bersifat jaminan bersama (croos collateral) dangan beberapa
perjanjian kredit yang lain. Oleh sebab itu, nilai jaminan
sesungguhnya, seharusnya dibagi berimbang dengan semua
perjanjian kredit yang dijamin, yang dipasangkan hak
tanggungan bersama (pari passu). Porsi jaminan dalam hal ini,
adalah pembagian nilai hak tanggungan secara perimbangan
(proposional) sesuai besarnya perjanjian kredit yang dijamin oleh
asset tersebut.

Maka, total Utang PT. Bank BNI Tbk gq KP2LN, yang
tertutupi oleh Jaminan Tanah adalah sebesar Rp 350.008.959,-

Besar porsi utang PT. Bank BNI Tbk gq KP2LN, dibagi

menjadi utang separatis sebesar Rp.350.008.959,- dan utang
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konkuren Rp 51.986.843.220,-Maka posisi kreditor Utang

separatis dan konkuren adalah sebagai berikut .

Kredifor Separatis Konkoren total
Keuangay
BNF Parthay Rp 47,301.267,802 E5.8% Rp 17,968,006 474 i1.3% Ko 65 269,534,281

Vamage Caglisl L. | Rp B8040 282045 309% Kp 343421411459 202% ¢ He 1E7ARLG0L 706

Shudforh A 149 Rp66,221.774925 | 23.0% | Rp23.135,209088 | 15.7% | Rp91.376981,953
Malvio v, Ltd Rp £5,142,282,046 | 30.0% | Rp3L342411,659 | 202% | Rp 17 .484,655, 3068
BANK BNTTBE Br  33500083% 0.1% | RpSI1 986343270 | 345% | Rp32.336,852,199
TFatel Rp 284157815779 | 1000% | Rp 159704807084 | 100.0% | Rp 443852497 864

*} Nilai Utang kreditor Sindikasi dengan asumsi kurs Ro
9,800,-7USD.
3. Pola Penyelesaian hutang
a. Pengalihan pinjaman PT. Pangan Lestari kepada PT. Sekar Laut
Thk.

Pinjaman PT. Pangan Lestari kepada semua kreditor keuangan
{Kreditor Sindikasi dan Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN), seperti
tersebut pada ketentuan nomor 4 huruf ¢ akan dialihkan selurithnya (baik
pokok maupun bunga tertunggak) kepada versercan. Hal ini akan
dijalankan sesuat dengan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee)
yang ada dari PT Sekar Laut Tbk kepada kreditor keuangan. Hal ini
merupakan pengambilafihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT.

Sckar Laut Thk atas hutang PT. Pangan Lestari.

b. Penghapusan salde banga pinjaman
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SRaldo jumlah pinjaman, di Juar  jumleh utang pokok yang
terakumulasi dalam utang kepada kreditor sindikasi hingga tanggal
efektif pengadilan menyetujui PKPU ini, diminta untuk dapat
dibebaskan (dihapus. Se:dzmg bunga pinjaman kepada PT. Bank BNI Tbk
qq KP2LN dimints keringansn sebesar 50%, yalfu  sebesar Rp
10.995.561.057,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan ratus juta

fimaratus enampuloh ribu Hmapulub tujuh rupiah)

Penctapan Jumiah Hutang yang akan dibayar bertakap (sustainable
{oan)
1} Kredit Sindikasi:
Dari selurun utang kepada Kreditor Sindikasi, maka sejumiah
USD 2,767.450 akan dibayar secara bertahap, dengan jangka waktu
10 tahun, dengan tenggang wakifu pembayaran pokok selama 2
ighun dan bunga pinjaman ssbesar 2% pertahun. Nilai tersebut akan
dibagi menurut  perimbangan  utang masing-masing  Kreditor

Sindikasi,

%) Kreditor PT. Bank BNI Thk qq KPZLN:
Berbeds cara penvelesaian dengan  Kreditor Sindikasi

tersebut di atas, terhadap utang PT. Sekar Laut Tbk kepada PT. Bank
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BNI Tbk qq KP2LN sebesar Rp 54.308.354.325,-, PT. Sekar Laut
Tbk akan langsung mengkonversi nilai utang seluruhnya dengan
restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham
sesuai rencana perdamaian ini, jadi tidak ada bagian utang yang

dibayar bertahap.

. Konversi Piutang Menjadi Kepemilikan Saham.
1) Kreditor Sindikasi :

Dengan mengacu kepada hasil Rencana Perdamaian, maka
terhadap jumiah utang pokok kepada Kreditor Sindikasi, sebesar
USD 27,874.500, dikurangi dengan jumlah yang akan dibayar
dalam jangka panjang (sesuai ketentuan pada nomor 5 hunf c)
sebesar USD 2,787.450 menjadi total USD 25,087.050 akan
dikonversi menjadi saham perseroan. = Jumlah tersebut akan
dikonversi terlebih dahulu ke mata uang Rupiah, dengan berdasarkan
nilai tukar Rp 10.350,- sesuai ketentuan nomor 4. setelah dikonversi
ke mata uang Rupiah, maka jumlah tersebut akan dikonversi menjadi
sejumlah saham perseroan dengan harga Rp 500,- per saham, sesuai

nominal saham (par value).

2) Kredit PT. Bank BNI Thk
Bahwa terhadap jumlah utang kepada kreditor PT. Bank BNI

Tbk, setelah dikurangi biaya bunga sebesar Rp 10.995.561.057,-,
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akan dilunasi seluruhnya dengan dikonversikan menjadi saham
perseroati, dengan harga Rp 500, per saham, sesual nilai nominal
seham (par value).

Untuk memberikan gambaran yang lebilh jelas kepada
kreditor dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

Pada tanggal pelaksanaan, yaitu suatu tanggal di mana
Perseroan akan melakukan konversi atas utang menjadi kepemilikan
saham Pergeroan akan melakukan kompensssi {(dalam proposi yang
sesuai} jumiab konversi terhadap penerbitan ssham biasa kepada
para kreditor, Ssham biasa yang mana aken dikonversikan pada
harga pelaksanaan vang sama dengan harga nominal saham waitu Rp
500,- {lima ratus rupiah} per lembar saham.

Segera setelah Rencana Perdamaian ini diputuskan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,
Perseroan berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi atas
piutang menjadi kepemilikan saham. Dalam pelaksangan konversi
ini Perseroasnt wajib tunduk dan taat pada semua ketentuan Anggaran
Dasar danfatau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau
peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang berlaku di Indonesia
serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan

konversi atas pistang menjadi kepemilikan saham.

82 Universitas Indonesia

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH Ul, 2008



?eiaksanam; konversi piutang menjadi saham mengikuti
peraturan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam MNO. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998, Peraturan
No. IX. 2.4 Tentang Perrambahan Modal Tanpa Hak memesan Efek
Terlebih Dahulu.

Dalam melakukan konversi plutang ini, Persercan akan
menerbitkan  ssham  dengan  mematuhi  ketentuan-ketentuan
penerbitan konverst saham sebagai berikut:

Penerbit P Sekar Laut, Tok. Instrumen
Saham  dalam  bentuk  rupiah  biasa  yang  tercatat
di PT.Bursa Efek Jakarta (BED) berjumiah +/-545 juta lembar saham
fak-hak pari pasu dengan saham biasa lainnya milik Perseroan
ParValue Rp.500,~ Harga Penerbitan dikonversikan pada Rp.500,~

Terbadap pelarangan penjualan saham, kreditor setuju untuk
tidak mengadakan fransakst saham apepun yang berhubungan
dengan konversi saham biasa mereka vang akan bertentangan
dengan keteruan mengenai pengambilalihan saham di Indonesia
atau bertentangan dengan Peraturan BAPEPAM dan bursa yang
berkaitan dengan hal tersebut,

Lock Up Period perseroan dan kreditor setuju untuk mengikuti
ketentuan tentang lock up (larangan untuk melaksanakan transaksi
penjualan  saham) dalam  waktu terlentu, sesual  peraturan

Bapepam dan bursa yang berkattan. Pengan
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demikian setelah utang dikonversikan menjadi
kepemilikan saham hasil konverensi tersebut,
dapat diperjualbelikan, kecuali apabila hal tersebut dilarang oleh
anggaran  dasar  perseroan, peraturan  perundang-undangan
tentang Pasar Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas dan
peraturan bursa yang  berlaku di Indonesia.

Saham-ssham yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk
kepentingan ini adalah ssham atas nams dan dikeluackan atas nama
kreditor dan atew kustodian yang diberi koasa oleh kreditor. Dalam
pengeluaran saham ini Perseroan tidek akan mencetak surat saham,
namun saham yang dikeluarkan adalah ssham seriptfess (saham
elekironik} vang selanjutnya akan distmpan di Kustodian Sentral
Efek Indonesia™.

Untuk kepentingan konversi pintang tersebut, para kreditor
diwaiibkan untuk memiliki rekening di Bank Kustodian atau anggota
bursa yang ercatat di bursa efek di mana ssham perseroan
diperdagangkan. Semus biaya vang timbul sehubungan dengan
pembukaan rekening tersebut menjadi tanggung jawab dan wajib
dibayar oleh kreditor. Tanpa dimilikinya rekening di bank kustodian
atau anggota bursa, maka perseroan tidak dapat mendistribusikan
saham hasil konversi kepada kreditor dan atas kegagalan ini menjadi

risike para kreditor. Dengan telah dilaksanakannya konversi atas

" Rencans Perdemeian.cp.cit, hal 12;
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pintang menjadi kepemilikan ssham, maka sehuruh utang perseroan
dinyatakan telah dibayar lunas, karenanya semua perjanjian kredit
termasuk surat berharga dinyatakan tidak berlaku/berakhir,

Sehubungan konversi dalam penyelesaian utang tersebut, maka
kreditor membebaskan  perseroan  terhadap  segala  kewsjiban
pembayaran dalam bentuk apapun kepada kreditor.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana
Perdamaian guna pelaksanaan konversi pivtang menjadi kepemilikan
saham, maka kreditar dan Persercan sepakat untuk tunduk dan taat
pada ketentvan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-
undangan tentang Pasar Modal dan peraturan bursa, Undang-undang
Perseroan Terbatas pacla Peraturan Pemerintzh No.1S Tabun 1999
tentang bentuk-bentuk Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan
sebagai Setoran Saham.

Persercan dan/atau selah satu kredifor atau sebagian kreditor
nanti di kemudian hart atas kesepakatann bersama diantaranya
{golongan kreditor) dapat melakukan perubahan atas cara maupun
bentuk atau tempo pembayaran yang tidak sebagatmana mestinya di
atas, dan atas hal tersebut Perseroan dan para kreditor sepakat untuk
menuangkannya dalam suatu perjanjian tersendiri yang disetujui oleh
sckurang-kurangnya '4 (satu per dus) dari seluruh nilal piutang
kreditor dari golongan kreditor keuangan, yang masih harus

dibayarkan oleh Perseroan untuk kepentingan ini. schingga
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karenanya tidsk memeriukan lagi persetujuan selurub kreditor dan
atau perubahan ratifikasi rencana perdamaian dengan pemungutan
suara melalui pengedilan niaga.
¢. Pemberian Opsi Membeli Kembali (buy back option) Saham
Apabila pelaksanaan (implementasi) restrukfurisasi ulang vang
berupa konversi piutang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan
maka para pemegang seham pendirl (founders) akan mengalami dilusi
yang cukup besar. Karenanya gune memberikan apresiasi atas upaya
para pemegang ssham pendiri menjalankan dan mengembangkan
perseroan selama lebih dart 30 (tiga pulub) tahun dan. memberikan
semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menckuni usaha ini
serta untuk tetap memperiahankan kepemilikan saham para pemegang
saham pendiri di perseroan, maka para kreditor setuju untuk
memberikan opsi membeli kembali 25% {dua puluh lima persen) dari
seluruh ssham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor
keuangan kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp 1,-
{satu rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu 1 tahun, Perseroan
akan menyisihkan sejumiah 25 % (dua pulub lima persen) dari total
jumlah saham baru vang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk
selanjuinva dijual kepada para pemegang saham pendirl. Szham yang
akan dijual kepada para pemegang saham pendiri berasel dari ssham
baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditor, karenanya

pada saat pelaksanaan konversi szham, jumlah ssham yang akan
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diserahkan kepada masing-masing kreditor kepada para pemegang
saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang akan diterima
oleh para kreditor akan berkurang secara proporsional.

Pelaksanaan Perdamaian

Setelah Rencana Perdamaian mendapat persetujuan dari para
kreditor, maka selanjutnaya Majelis Hakim Pengadilan Niaga
memeriksa permohonan PKPU ini akan meratifikasi Rencana
perdamaian tersebut. Sebagai akibat dari telah diputuskannya Rencana
Perdamaian ini, maka semua ketentuan yang tertulis dalam Rencana
Perdamaian mengikat dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh seluruh
kreditor, baik konkuren maupun separatis, dan perseroan.

Kepada Kreditor Sindikasi, masih akan tersisa utang sejumlah
USD 2.787.450 sebagai utang jangka panjang, dengan syarat dan
ketentuan yang telah disetujui dalam rencana perdamaian ini. Untuk
kreditor PT. Bank BNI Tbk gqq KP2LN seluruh piutangnya menjadi
lunas dengan pemberian saham perseroan.

Dengan telah ratifikasi Rencana Perdamaian ini, maka surat-surat
berharga serta seluruh perjanjian kredit berikut jaminan asset, jaminan
perusahaan (corporate guarantee), jaminan pribadi (personal guarantee)
yang ada dan melekat pada perjanjian kredit tersebut yang sudah ada
sebelum diperolehnya ratifikasi Rencana Perdamaian dinyatakan gugur,
kecuali perjanjian-perjanjtan yang secara tegas dan menurut undang-

undang tidak dinyatakan demikian.
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Kecuali untuk sisa pinja:ﬁan jangka panjang sebesar USD
2.7187.450, Kreditor Sindikasi dan PT. Bank BNI Thk gq KPZLN wajib.
untuk mengeluarkan Surat Keterangan Lunas PT Sekar Laut Tk, atas
seluruh utangnya kepada PT. Bank BNI Tbk dengan yang telah

dilaksanakan rencana perdamaian mi.

6. Aset Yang Dimiliki Oleh Perseroan

Sesuai dengan laporan keuangan PT. Sekar laut Tbk tahun 2004,
Perseroan memiliki kekayaan yang berupa tanah, bangunan pabrik, mesin

dan peralatan seris asset berpersk lainnya yang berupa kendaraan dengan

ailai sebagal berikut .

Aktiva tetap Nilai Buka (Rp)

1. Tanah 9,082,502,580
2. Bangunan dan Rencana 8,678;776,059
3. Instalast Pabrik 1,084,212,604
4. Mesin dan Peralatan 7.454,424,959
S, Kendaraan Bermotor 149,203,860
&, Perlengkapan Kantor 29,612,279

26,478,732,343

Apabila perseroan bermaksud melakukan tindakan hukum yang berkaitan
dengan pelepasan dan/atau pembebanan asset sebaga) jaminan, maka algs

hal tersebut Perseroan akan memenuhi kefentuan dalam Anggaran dasar
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sepanjang Anggaran dasar mensyaratkan adanya persetujuan dari para
pemegang saham, maka sebelum dilakukannya tindakan Perseroan tersebut,
perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB untuk meminta persetujuan

dari para pemegsng saham.

. Pengalihan Utang Dan Piutang Sebelum Konversi Saham '

Setelah adanya ratifikesi atas Rencana Perdamaian, persercan
maupun para kreditor masih dapat mengalihkan sebagian danfatau seluruh
piutanignya kepada pihak ketiga, namun demikien segala ketentuan dan
persyaratan yang telah disepakati dalam Rencana Perdamaian imi tetap
beriaku dan mengikat terhadap pittang yang dialibkan dan pibak yang
menerima pengalihan tersebut, apabila para kreditor mengalthkan sebagian
danfatau  seluruh piutangnya, make kreditor baru vang memperoleh
pengalihan dari para kreditor barus tunduk dan faat pada Rencana
Perdamaian ini.

Perseroan juga mensvaratkan, dalam hal kreditor bermaksod untuk
mengalihkan sebagian/selurub  plutang vang telah disepakati, maka
kewajiban tersebut wajib disampaikan kepada Persercan sekurang-
kurangnya 1G (sepuluh) hari sebelum Persercan melakukan pemasangan
iklan panggilan RUPSLB kepads para pemegang saham  yang
mengagendakan penambahan modal sehubungan dengan konversi utang

menjadi kepemilikan sasham. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan

NInig, nal 15;
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8&

oleh kreditor, karenanya mengakibatkan kesalahan dalam pemberian saham
akibat debt to equity swap, maka atas hal tersebut menggugurkan kewajiban
Perseroan untuk melakukan perubshan dari segale restke yang mungkin

timbul menjadi tanggung jawab kreditor.

Benturan Kepentingan

Dalam pelaksanaan restrukturisasi utang Perseroan ini, PT. Sekar
Laut Tbk menjamin bukan merupakan transaksi yang mengandung beniuran
kepentingan transaksi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No.
IX.E.] Tentang Benturan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam No.Kep-32/PMA2000 tanggal 22 Agustus 2000, Olsh karena
dalam restrukturisasi ini, tidak ada benturan antara kepentingan ekonomis
Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau
pemegang saham utema perusahaan atau pihak terafiliasi dari direkiar,
komisaris stau pemegang saham utama’™.

Apabila ternvata dalam pelaksanaan restrukiurisasi ini terdapat
benturan kepentingan maka atas hal ini Perseroan akan tunduk kepada
ketentusn-ketentuan vang diatur dalam Peraturan No. IXE.l Tentang
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang pada bulir 2 berbunyi ¢

wiika suatu transaksi dimana direktur, komisaris, pemegang ssham

utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang

saham utamna mempunyal Benturan Kepentingan. Maka Transaksi

terschut terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang ssham
independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu

F thid, hal 15;
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11,

dalarn Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam
peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan
dalam bentuk akta notariil®.

9. Tindakan Yang Dilakukan Perseroan setelah Ratifikasi Rencana

Perdaimaian .

Jika Perseroan bermaksud melakukan tmdakan-tindakan hukum
vang diperlukan guna kelangsungan dan kelancaran usaha Perserosn,
sedangkan findakan tersebut belum cukup diatur dalam Perdamaian ini,
maka dengan ini kreditor menyetujui untuk memberi kuasa kepada
Perseroan agar melaksanakan tindakan-tindakan yaog diperlukan dengan
ketentuan bahwa dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, Perseroan
harus tunduk pada ketentuan Anggaran dasar afaupun Ketentuan petaturan

perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Perseroan

Perseroan akan selalu melaporkan kejadian-kejadian penting yang
terjadi di Perseroan kepada para pemegang saham {termasuk para pemegang
saham eks kreditor) dan para kreditor melalui bursa dimanag saham

Perseroan diperdagangkan.

Ketentuan Perubahan

B otnid, kal 15:
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Palam usulan perdamaian PT. Sekar Laut Tbhk mengajukan beberapa
usulan dalam kaitannya dengan kefentuan perubshan dalam pelaksanaan
perdamaian, yaitu :

{1) Selama kurun wakifu setelgh disshkannya Rencana Perdamaian
sampat sebelum dilaksanakannya konversi atas ulang menjadi
kepemilikan ssham, Perseroan dan sebagian atau salah satu kreditor
yang mewakili sepersepl;ziuh nilai wtang tersisa dari golongan
kreditor wyang mengusulkan dapat melaksanskan penambahan
danfatau pengurangan dan atau perubahan ketentuan-kefentuan yang
telah disetujui dan tefah diptuskannya oleh Pengadilan Niaga secara
tertulis untuk golongan tertentu tersebut, sepanjang digjukan dalam
suatu rapat kreditor yang disetujui oleh sekurang-kurangnya ¥ (satu
per dua} dari nilai utang yang direstrukturisasi untuk golongan
tertentu tersebut, Persetujuan ini hanya mengikat golongan kreditor

yang melakukan tindakan fersebuf.

(2) Dalam keadaan mendesak Perseroan dapat pula meminta persetujuan
dan para kreditor dengan cara mengirimkan surat permohonan
persetujuan dengan ketentuan disetujid oleh sekurang-kurangnya ¥
{satu per dua) dari total nilai wlang yang saat it dimiliki oleh

Persercan untuk golongan kreditor yang mengusulkan perubahen.

12. Kepatuhan Akan rencana Perdaimaian
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Apabila Rencana Perdamaian ini telah diratifikasi oleh Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Persercan dan selurub
kreditor wajib mematuhi dan melaksanskan semua ketentuan-ketentuan
vang telah disepakati dalam Kencana Perdamaian tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 286 UUK bahwa
Rencana Perdamalan yang teleh disahkan mengikal bagi semua Kreditor,
selain kreditor debitor (Perseroan) pun wajib tunduk dan taat atas semua
ketentuan dalam Rencana Perdamaian tersebuf.

Jika terjadi hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Rencana
Perdamaian i, makas kreditor dan Perseroan sepakat untuk mematuhi
ketentuan-ketentvan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Kelebihan dan Kekurangan Permohonan PKPU
Dengan membacsa permohonan PKPU scbagaimana tersebut di atas,
maka perlu dikewhui kelebihun dan kekurangan dari permohonan PKPU
dimaksud bagi Kreditor khususnya PT. Bank BNI Tbk. Adapun kelehihan dan

kekurangan yang dapat diketanui scbagai berikut :

1. Kelebihan Permohonan PRPU

ay Berdasarkan data siss barang jeminan vang ada dan dikuasal Oleh

PT. Bank BMNI Thk/KPZLN Jakarta I untuk PT. Sekar Laut Thbk,
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b)

barang jaminan yang dilkat dengan hak tanggungan sentlai Rp.

350.008.959,00  sedangkan sisa  hutang  secbesar  Rp.

54.308.354 435,40,

Jika éinyatakaﬁ pailit, maka kedudukan PT. Bank BNI Tb/KPZLN

akan semakin sulit untuk dapat pengembalian utang yang lebih

besar, jika melihat komposisi dan besaran kewajiban yang harus juga

dipenuhi terhadap kreditor lain dengan jaminan atau harte yang

dimiliki oleh PT.Sekar Laut Thi.

Selain #u, dengan berjalannya kembahi usaha PT. Sekar Laut Thbk

mempunyai dampak berupa

1) mampu memberikan daya serap tenaga kerja yang cukup besar
sehingga dapat membantu hajat hidup orang banyak

2) menambah pendapatan negara dari sektor pajak

3) membantu memperlancar sektor usaha lain yang berkaitan
dengan bisnis makanan, sehingga sccara nasional dapat

menggerakkan roda perekonomian.

2. Kekurangan Permohonan PKPU

a.

Penyertaan saham sementara ini baru akan kelihatan hasilnya dalam
wakiu | tahun, apakah sesual dengan prediksi atau pemohon fetap

membeli kembali sahamnya, karena PT. Bank BNI Tbk tidak boleh
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melakukan penyertaan saham lebih dari 5(lima) tabun’', sesuai
ketentwan Bank Indonesia,

b. Belum ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada PT. Bank
BNI Tbk gqq KP2ZLN dapat menerbitkan Surat Keterangan Lunas
jtka pembayaran dilakukan dengan konversi plutang menjadi sasham.

c. Tidak adanya batas waktu yang jelas berapa lama PT, Sekar Laut
Thk berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi piutang
menjadi kepemilikan saham. Qleh karena pelaksanaan konversi ini,
Perseroan wajib tunduk dan teat pada semua ketentuan Angpgaran
Dasar danfstau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau
peraturan tentang Pasar Modal dan bursa vang berlaku di Indenesia
serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan
konverst atas piutang menjadi kepemilikan saham. Sehingga belum

dapat dipastikan pelaksanaan perdamatan dimaksud.

"t perateran Bank Indonesiaz Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20
Januvari 200% tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, pasal
G5,
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BAB IV
KONVERSI PIUTANG PT. Bank BN1 Thk
MENJADI SAHAM DALAM PT. SEKAR LAUT Thk SEBAGAI
PEMBAYARAN UTANG

A. Keputusan PKPU Untuk Restrukturisasi Utang

Berdasarkan permohonan PKPU tanggal 10 Agustus 2005 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada' tanggal 16 Agustus 2005
dengan register Nomor [08/PKPU/Z005/PN Niaga . 5BY, oleh PT.Sekar Launt Thk,
Hakim Pengawas dar Pengurus mengundang semua kreditor pada tanggal §

September 2005 dan 13 September 2005 untuk mengadakan rapat kreditor”,
Rapat Kreditor ini membahas rencana perdamaian yang digjukan oleh
pemohon yaitu PT. Sekar Laut Tbk. Berdasarkan risalah rapat kreditor yang
dilakukan beberapa kali selama proses permohonan PKPU, terjadi beberapa
perubahan dari rencana yang diajukan oleh pemohon, antara lain sebagai berikut :
. Jumlah hutang kepada PT. Bank BNI Tbk gq KPZLN/KPKNL Jakarta {1
untuk PT. Sekar Laut Tbk yang semula tidak termasuk biaya administrasi

PPN menjadi/ditambah dengan biaya administrasi PPN sebesar 10%.

2. Seluruh salde bunga pinjaman di luar jumlah utang pokok yang
terakumulasi kepada para kreditor hingga tanggal efektif pengadilan
mertifikasi PKPU ini semula diminta untuk dihapuskan/dibebaskan.

Namun akhirnya saldo bunga hanya dikurangi sebesar 50%,

7 Putusan Pengadilen Niaga, Perkara No:8/PKPU/2005/PN Niaga Sby:
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3. setelah rencana perdamaian disemijui maka kreditor diminta setuju untuk
memberikan opsi membeli kembali (buy back option) kepada pemegang
saham pendirl {founders) sebesar 25% dari seluruh saham yang diterima
sebagal hasil koversi yang digjukan semula dengan nilai Rp. 1, akhimya

sepakat menjadi Rp. 500 perlembar saham dalam jangka waktu | tahun.

Berdasarkan hasil rapat Hu juga diketahuiv bahwa kedudukan PT. Bank
BNI Ttk gq KPZLN Eakam; 'II'H adalah sebagai kraditor separatis sebesar 0,1%
{nol koma satu persen) dan kreditor konkuren sebesar 31,6% (tigapulub satn
koma enam persen) dan keseluruhan total fagihan yang diskui oleh
pemohon/debitor,

Dari data yang ada {(pada sekitar bulan September 2003) di Bursa Efek
Jakarta diketahui nifai saham pada perdamaian terjadi dari FT. Sekar Laut Thk
adalah berkisar sebesar Rp, 4235,-/ibr Saham, debitor tercatat sebagai emiten di
Bursz Efek Jakarta'.

Rencana perdamaian yang digjukan PT. Sekar Laut Tbk, yang isi
pokoknya adalah restrukturisasi utang, setelah diadakan pernungutan suara,
ternyata mayoritas kreditor menyetuiw, walaupun PT. Bank BNI Thi/KPKNL
Jakarta Il dan BNP Paribas tidak hadir. Dengan hasil tersebut di atas,

perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Majelis Hakim karena tidak terdapat

* Resne Rapat KPILN Jakarta 1, September 2005;
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alasan untuk menolak pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (2)
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”,

Berdasarkan risalah perjanjian perdamaian tanggal 21 September 2003
yang, ditandatangani oleh pemochon dan para kreditor, maka pada tanggal 22
September 2005 musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Sunaryo, SHMH
schagat ketuz majelis bakim dan Ny. Sri Murwahyuni, SH dan Amir Mahdi,
SH MH sebagai anggota mengesahkan rencana perianjian perdamaian menjadi
perianiian perdamaian yang divcapkan pada sidang terbuka untuk umum pada
hari Senin, tanggal 26 September 20057,

Perdamaian yang telsh disabkan oleh Majelis hakim merupakan
undang-undang bagt kedua pihak yang membuataya. PT. Sekar Laut Tbk dan
Para Kreditor terikat untuk mentaatinya berdasarkan Pasal 286 Undang-undang
Kepailitan dan PKPU dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Majelis Hakim wajib mengesahkan perdamaian yang telah disetujui
oleh Kreditor. Majelis Hakim tidak terlibat dalam pembuatan perdamaian
tersebut, substansi darl perdamaian tersebut disershkan sepenubnya kepada
debitor dan kreditor untuk mensgosiasikarmya.

Adapun Hasil keputusan PKPU tersebut di atas, pada intinya memuat

Z2{dua} hai, yaim” :

¥ Putusan Pengadilan Niaga,op e, hal 11;
* thid, Buotie Memutuskan, hal 13;
* thidpasal 6,
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1. Konversi Pintang Menjadi Sakam
a. PT. Sekar Laut Thk terhadap semua jumiah hutang pihak pertama kepada
Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited,
Malvina Investments Limited dan BNP Paribas Singapore Branch‘yang,
seluruhnya berjumlah  USD 27,374,500 (dua puluh tujub juta delapan
ratus tujuhpuloh empat ribu limaratus Dolar Amerika Serikat) sebagian
saham ssbesar USD 25,087,050 (dua puluhlima juta delapan puluh tujuh
ribu lima puluh Deolar Amerika Serikat) akan dikonversi menjadi
kepemilikan saham PT. Sekar Laut Tbk  denpan perhitungan

sebagaimana tabel berikut:

Madal sabam Schelum Sesudah
Pemiegang Lembar % Lembar % Jumish

soham ssham salam {Regd
P Alamah Sari | 48600000 ¢ 84,3% | 48600000 | 7.0% 24 300,000 000 -
Pendiri 5.400.500 7.1% 5400000 [ 0.8% 2.10.000.000.-
Masvarakat/ ZE600000 | 286% | 21500080 | 3.1%% $0,.800.005 600,
{Publik)
BNP Paribasy 848,086,000 | 12.8% | 44.043.000.000,-
Ormnistar inv M 158,554,500 | 23.0% | 79.277.250.000,.
Lid
Shadforth A, 1d 122, 320008 § 17.9% 1 61.660.000.000, -
Malvinas Inv. 158354500 1 23.0% | 79277250000,
L
PT. BANK BN 86625550 | 12,5% 1 43312758,0080-
TBK

Total 75.686,608 100% | 490746300 | 106% 343.370.2580.008

i@ Parvalue Rp 560,

Total saham sebelum pelaksanaan rencana perdamaian :
1} Modal Saham Disetor .

75.600.000 lembar saham {@ parvalue Rp.500 =Rp
37.8060.000.000,-
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2} Total Sgham sctelah pelaksanaan rencana perdamaian:
690.740.500 lembar ssham @parvalue  RpS00 =
Rp.345.370.250.000.-

b. Terhadap hutang PT. Sckar Laut Tbk kepada PT. Bank BNI Tbk gqg
KP22LN Jakarta {Il sebesar Rp 54.308.354.345.- dikurangi bunga 50%
sebesar Rp 10.995.604.345,- seluruhnya dikonversi menjadi kepemilikan
saham  dengan perhitungan bunga sebesar 50% sebagaimana tercanfum

dalam tabel di atas.

2.Pembayaran Bertahap terhadap Kreditor Sindikasi

PT. Sekar Laut Tbk akan melakukan pembayaran bertahap terhadap
jumlah sisa hutang pihak pertama kepada kreditor sindikasi yakni Omnistar
Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investments
Limited dan BNP Paribas Singapore Branch sebesar USD 2,787,450 (dua juta
delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika) atau 10% dari
total hutang pihak pertama kepada kreditor sindikasi akan dibayar secara
beriahap tiap 3(tiga) bulan sekali selama 8 tahun, pelunasan terakhir tanggal 31

Oktober 2015.

E. Pelaksanaan Konversi piutang Menjadi Sabam
Keputusan Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 8/PKPU/2005/PN.Niaga Sby tanggal 26 Beptember 2005 mengesahkan
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rencana perdamaian yang diajukan oleh pemohon, maka sesuai dengan pasal 286

Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKFPU vang

menyatakan bahwa perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor, kecuali

kreditor yang tidak menyetujui tencena perdamaian®. Dalam pelaksansan

perdamaian PKPU dengan konversi piutang menjadi saham ini, ada beberapa

ketentuan umum yang menjadi kesepakatan vang mengikutl perdamaian ini, yaitu ;

1.

Pada tanggal pelaksanaan®, vaitu suatu tanpgal dimana Perseroan akan
melakukan konvers: atas ptang men}adi kepemilikan saham Persercan akan
raelakukan kempensasi {(dalam proposi yang sesuai} jumlah konversi terhadap
penerbitan saham biasa kepada para krediior, Saham biasa yang manz akan
dikonversikan pada harga pelaksanaan vang sama dengan harga nominal
saham yaitu Rp 500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham,

Segera setelsh Rencana Perdamaian ini diratifikasi/homologasi oleh Maijlis
Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perseroan
berkewajiban untuk segera melaksanakan kenversi atas utang menjadi
kepemilikan saham. Dalam pelaksanaan konversi ini Perseroan wajib tunduk
dan tast pada semua ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan tentang
Perseroan Terbatas dan/atau peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang
berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan lain vang terkait dengan

pelaksanaan konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham™.

® rdonssia, Undang-undang Nomor :34 Tahun 2004 op.c¥, pasal 281 ayal {2}
" Rencans Perdamaian, op.cif. hal 11
? hid
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3. Pelaksanaan konversi piutang menjadi saham mengikuti peraturan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.4 Tentang Peningkatan
Modal Dasar dan Modal Disetor untuk keperluan Penambahan Modal Tanpa
Hak memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
NO. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998, butir 4 (empat), yaitu :

*“ Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran
Umum, maka emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan
tersediannya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya
14 {(emapat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat analisis
dan pembahasan manajemen perusahaanmengenai kondisi keuangan
proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham
setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi
seluruh pemegang saham, dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan®.

4. Dalam melakukan konversi piutang ini, Perseroan akan menerbitkan saham
dengan mematuhi ketentuan-ketentuan penerbitan konversi saham sebagai
berikut :

a. Penerbit PT. Sekar Laut, Tbk. Instrumen  Saham dalam bentuk rupiah
biasa yang tercatat di PT.Bursa Efek Jakarta (BEJ) berjumliah +/-690
juta lembar saham Hak-hak pari pasu dengan saham biasa lainnya
milik Perseroan parValue Rp.500,- Harga Penerbitan dikonversikan
pada Rp.500,-%.

b. Pelarangan penjualan kreditor setuju untuk tidak mengadakan transaksi

saham apapun yang berhubungan dengan konversi saham biasa mereka

vang akan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengambilalihan

™ Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor :08/PKPU /2005 /PN.Niaga.Sby, pasal 6 ayat 1 A;
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saham di Indonesia atau bertentangan dengan Peraturan BAPEPAM
dan bursa yang berkaitan dengan hal tersebut®.

c. Lock Up Period perseroan dan kreditor setuju untuk mengikuti ‘
ketentuan tentang lock up (larangan untuk melaksanakan transaksi
penjualan saham)dalam waktu tertentu, sesuai peraturan Bapepam dan
bursa yang berkaitan. Dengan demikian, setelah piutang dikonversikan
menjadi  kepemilikan saham hasil konversi tersebut, dapat diperjual
belikan, kecuali apabila hal terscbut dilarang oleh anggaran dasar
perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal,
Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan bursa yang berlaku
di Indonesia®,

d. Saham-saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingan
ini adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama kreditor dan
atau kustodian yang diberi kuvasa oleh kreditor. Dalam pengeluaran
saham ini Perseroan tidak akan mencetak surat saham, namun saham
yang dikeluarkan adalah saham scripless (saham elektronik) yang
selanjutnya akan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia®.

e.Untuk kepentingan konversi piutang tersebut, para kreditor diwajibkan

untuk memiliki rekening di Bank Kustodian atau anggota bursa yang

tercatat di bursa efek dimana saham Perseroan diperdagangkan. Semua

# Rencana Perdamaian./bid, hal 12;
® Ibid;
* Ibid;

103 Universitas Indonesia

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH Ul, 2008



biaya vang timbul selubungan dengan pembukaan rekening tersebut
menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh kreditor. Tanpa
dimilikinya rekening di bank kustodian atsu anggota bursa, maka
perscroan tidak dapat mendistribusikan saham hasil konversi kepada
kreditor dan atas kegagalan ini menjadi risiko para kreditor. Dengan
telah dilaksanakannya konversi atas piutang menjadi kepemilikan
saharn, maks selurch utang perseroan dinyatakan telah dibayar lunas,
karenanya semua perjanjian keedit termasuk surat berhargs dinyatakan
tidak berlaku/berakhir®, -

Sehubungan konversi dalam peuyelesaian Utang terscbut, maka
kreditor membebaskan perseroan terhadap segala  kewajiban
pembayaran dalam bentuk apapun kepada kreditor™,

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana Perdamaian guna
pelaksanaan konversi utang menjadi kepemilikan saham, maka kreditor
dan Perseroan sepakat untuk tunduk dan taat pada ketentuan Anggaran
Dlasar Perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal
dan peraluran bursa, Undang-undang Perseroan Terbatas pada
Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 tfentang bentuk-bentuk
Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran

Saham™.

¥ thid;

B thid hal 13:

* thid:
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h. Perseroan danfatau salah satu kreditor atau sebagian kreditor nanti di

kemudisn hari atas kesepakatan bersama diasntaranya (gpolongan
kreditor) dapat melalkukan perubahan atss cara maupun bentuk afau
tempo pembayaran yang tidak sebagaimana mestinya di atas, dan atas
hal tersebut Perseroan dan para kreditor sepakat untuk menvangkannya
dalam suatu perjanjian tersendiri yang disetujui oleh sekurang-
kurangnya % {satu perdua) dari seluruh nilal utang kreditor dari
golongan kreditor keuangan, vang masih barus dibayarkan oleh
Perseroan untuk  kepentingan ini, sehingga karenanya tidak
memerlukan lagi persetujuan seluruh keeditor dan atau perubahan
ratifikasi rencana perdamaian dengan pemungutan suara melalui

Pengadilan Niaga™.

5. Sesuai Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor :08/PKPU /2005

/PN Niaga.Sby, pasal 7 dan % maka masih ada beberapa ketenftuan yang

khusus yang harus dilakukan oleh para kreditor yang wajib dijalankan, yaitu:

a.

Para Kreditor Sindikasi, Omnistar investment Holding Limited,
Shadforth Agents Limited dan Malvina Investments Limited harus
melepaskan seluruh jaminan berupe jaminan fiducia, hak tanggungan
dan corporate guaraniee dan lain-lain setelah dilakukan konversi
piutang menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap

diselesaikan, jika melihat putusan atau kesepakatan maka kreditor baru

* tbid;
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berkewajiban melepaskan jaminan fiducia, hak tanggungan dan lain-
lain setelah § {delapan] tahun. |

Akan tetapi PT. Bank BNI TBK Tbk gq KP2ZLN Jakarta III harus
melepas seluruh jaminan berupa hak tanggungan, personal guaraniee
dan corporate guaranfee setelah dilakukan konversi piutang menjadi
keperilikan saham, demikian pula dengan BNP Paribas Singapore
Branch harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak tanggungan,
fiducia dan Corporate Guarantee setelah dilakukan konversi hutang
menjadi kepemilikan saham dan setciah pembayaran pertama
diselesaikan.

PT..Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III harus memberikan Surat
Keterangan Lunas atas seluruh hutang-hutang dari PT. Sekar Laut Thk
kepada pihak pertama setelah konversi hutang menjadi kepemilikan
saham telah selesai dilakukan oleh pihak pertama kepada PT. Bank
BNI, Tbk.

Apabila pelaksanaan (implementasi) restrukturisasi Utang vang berupa
konvers: piutang menjadi kepemilikan saham telsh dilaksanakan dan
para pemegang saham pendiri (founders) mengalami dilusi yang eukup
besar. Maka guna memberikan apresiasi atas upaya para pemegang
saham pendiri menjalankan dan mengembangkan perseroan selama
lebih dari 30 (tigs puluh} tahun dan memberikan semangat bagl para

pemegang saham untuk tetap menekuni vsaha ini serta unfuk felap
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memperiahankan kepemilikan saham para pemegang saham pendini di
perseroan, maka para kreditor sindikasi setuju untuk memberikan opsi
membeli kembali 25 % (dua pulub lima persen) dari seluruh saham
biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor keuangan kepada
para pemegang saham pendiri dengan harga Rp [~ (satu rupiah) per
lembar saham, dalam jangka waktu 1 tahun. Perseroan akan
menyisibkan sejumlah 25 % {dua puleh lima persen) dari total jumlah
szham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk
selanjutnya dijual kepads para pemegang saham pendiri. Saham yang
akan dijual kepada para pemegang saham pendiri berasal dari saham
baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditor, karenanya
pada saat pelaksanaan konversi piutang menjadi saharm, jumlah saham
vang akan diserahkan kepada masing-masing kreditor kepada para
pemegang saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang
akan diterima oleh para kreditor akan berkurang secara proporsional.

6. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBV2005 tanggsl 20 Januani
2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, ketentuan umum ayat
11 menyatakan bahwa pemyertaan Modal Sementara oleh Bank pada
perusahaan debitor untuk mengatasi kegagalan kredit (debt o equity swap),
termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds)
dengan opsi saham {equity option) atau jenis transaksi tertentu berakibat Bank

memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitor,
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Pernyertan Modal Sementara ini, diperbolebkan dengan syarat tidak
melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitor
ternpat penyertaan sabam telah memperoleh laba kumulatif dan sudah harus

dihapusbukukan dari neraca Bank®.

C. Aspek Perpajakan Dalam Konversi Piutang Menjadi Saham

Sesuai Swrat Dirjen Pajak Nomor :S-298/P142/2003 tanggal 3 Juni
2003 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perubshan Utang
Menajadi Modal {debt ta equity swap)®* menyatakan bahwa Yang menjadi Objek
Pajale adalah penghasilan, vaitu sctiap tambahan kemampuan ckonomis vang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak vang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk

apapun, termasuk antara lain bunga dan keuntungan karena pembebasan utang’ .

Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap™, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. braya untuk mendapatkan, menagih, <dan memelihara penghasilan

termasuk antara lain biaya bunga;

" peraturan Bank Indonesia Nomor #2/PRI2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian
Kusalitas Akliva Bank BUMN, pasal 65;

R hip:Hsolusiakuntansicomidiakses tanggat 29 Juni 2008;

* |ndonesia Undang-Undang Nomor F7 Tahun 2000, ada Pasal 4 ayat(1) huruf f dan hurufk;

% lbid pasal 6;
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piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;

b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri
atau Badan Urusan Piotang dan Lelang Negara (BUPLN) atay
adsnys perjanjian tertulis mengenal penghapusan
plutang/pembebasap  utang antarzs kreditor dan  debitor vang
bersangkutan;

¢ telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar pictang yang tidak dapat
ditagil kepada Dircktorat Jenderal Pajak,

a. yang pelaksanaannya diatur lebih ianjut dengan Keputusan Direkiur

Jenderal Pajak.

Jika dilihat keputusan pembayaran utang dengan konversi saham di
dalam PKPU PT. Sekar Laut Tbk, maka dapat diketahui bahwa transaksi
perubahan piutang menjadi modal {(debt io eguity swap) dimaksud
merupakan peleburan dari due iransaksi yang dilakukan secara
bersamaan, yaitu transaksi pelunasan utang, dan transaksi penyertaan
maodal, sehingga meniadakan iransaksi kas. Atas transaksi perubshan
utang menjadi modal (debr 15 equity swap) pada PT. Sekar Laut Thk,
sepanjang debt to equity swap dilakukan dengan nilai yang sama antara

pelunasan utang dan penyertaan modal, yakni sehesar nilai buku ulang

105 Universitas Indonesia

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH Ul, 2008



terakhir, maka tidak ada konsekuensi perpajakan seketika. Dalam hal
utang (sebesar nilai buku terakhir) dilunasi melalui perubahan bentuk
menjadi penyertaan modal yang jumlahnya lebih kecil, maka selisihnya
merupakan keuntungan karena pembebasan utang bagi debitor dan
penghapusan piutang bagi kreditor berdasarkan suatu perjanjian.
Sebaliknya apabila jumlah penyertaan modal lebih besar dari nilai buku
terakhir utang yang dilunasi, maka selisihnya merupakan penghasilan

bunga bagi kreditor dan biaya bunga bagi debitor.

Banyaknya jumlah lembar saham yang diperoleh dari transaksi deb! to
equity swap tersebut tergantung pada nilai saham yang dijadikan acuan.
Lazimnya setoran modal saham didasarkan atas nilai nominal, kecuali
apabila terdapat kesepakatan debitor dan kreditor untuk menggunakan
nilai tertentu atau dalam hal penyertaan modal dilakukan melali initial
public offerring (IPO) yang menggunakan harga pasar. Dalam hal
digunakan nilai kesepakaian atau harga pasar, maka akan menimbulkan
agio atau disagio penyertaan modal bagi eks kreditor yang bersangkutan

yang tidak ada konsekuensi perpajakannya seketika.

Konsekuensi perpajakan baru muncul pada saat opsi membeli kembali
(buy back option) kepada pemegang saham pendiri (founders) sebesar
25% dari seluruh saham yang diterima sebagai hasil konversi yang

dilakukan dengan kesepakatan senilai Rp. 500 perlembar saham dalam
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jangka waktu | tabun, jika dibandingkan dengan harga pasar, maka akan
memimbulkan agic atau disagio penyeriaan modal yang berarti ketentuan

perpajakan berlaka.

D. Kendala-Kendaia Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham

Berdasarkan Keputusan PKPU tersebut di atas, ada beberapa hal yang

menjadi kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1.

Tidak jelasnya penerbitan Surat Keterangan Lunas, apakah oleh PT. Bank
BNI Tbk atau KP2LN Jakarta HI , dalam keputusan disampaikan hahwa
surat keterangan lunas diberikan pada saat PT. Bank BNI Thk menerima
konversi saham, jika demikian maka akan lebih baik jika PT, Bank BNI
Tbk yang menerbitkan Surat Keterangan Lunas, karena disamping piutang
tersebut pada dasamya adalah piutang PT. Bank BNI Tbk serta eksekusi
pelaksanaannya adalah pada saat PT. Sekar Laut Thbk menverahkan saham
kepada PT. Bank BNI Tbk sehingga transaksi ini dapat diiakukan
sebagaunana transaksi bisnis biasa (bussires as ussual).

Namun apabila surat keicrangan lunas ini harus dikeluarkan oleh KP2LN
Jakata I maka akan mendapat kendala karena sesvai Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 pasal 324 ayat 2(dua) menyatakan
bahwa surat pemnyataan piutang Negara lunas baru bisg diterbitkan jika
berdasarkan hasil bukti verifikasi dan bukti pembayaran sudah diterima

melalui rekening PPN Bendaharawan Penerima KP2LN Jakarta 111
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Schingga pelaksanaannya harus mendapat izin  Menteri
Keuangan, hal ini menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu, karena
keputusan Menteri Kevangan ini menjadi legitimasi terhadap suatu
transaksi yang masib belum pasti peleksanaannya, dengan alasan bahwa
keputusan hakim atas permohonan PKPU wajib dilaksanakan oleh para
pihak. Bagaimana jika dikemudian hari diketahui ternyata dalam prosedur
pengajuan PKPU tidak sesual dengan ketentuan? bagpimana jika pada
pelaksanaan buy back option temyata dilakukan lebib dari 5 (lima) tahun
aiau tidak sesuai kesepakaten? Bagaimana jika ternyats ferdapat kerugian
negara dalam transsksi ini? Siapa yang menanggung resiko, PT. Bank BNL
Tbk yvang memberikan kredit kurang memperhatikan nilai jaminan dan
tidak hadir dalam rapat kreditor? KP2LN Jakarta II1? Menteri Keuangan
atau Hakim Pengadilan Niaga Surabaya? atau Kreditor Sindikasi? dan
banyzk pertanyaan lam vang cukup mengkhawatirkan penulis.

. Dari data yang dikeluarkan PT. Sekar Laut Tk, (terlampir} diketabui PT.
Bank BNI Tbk masih memiliki saham 12,5% saham dari PT. Sekar Laut
Thbk, Buy Back option ity adalah hak dari Debitor, sehingga PT. Bank BNI
Tbk akan cukup kesulitan jika memaksa PT. Sekar Laut Thk membeli
dengan harga Rp 500,- perlembar sebagaimana vang dijanjikan, sedangkan

di Bursa Efek Indonesia /Jakarta harga saham PT. Sekar Laut Tbk tersebut
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berkisar bernilai Rp 148 antara tahun 2007 sampai maret 2008”, sehingga
besar kemnungkinan PT. Bank BNI akan rugi + sebesar Rp 30 milyar, jika
saham dilepas dipasar sekarang, akan tetapi diwaktu yang akan datang juga

tidak ada jaminan saham akan senilai atau lebih tinggi dari harga sekarang,

% , dinkses
tanggal 28 Jull 2008,
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BABY
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, setelah dilakukan analisa
dengan beberapa landasan teori dan pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola
konversi piutang menjadi saham, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan

sebagal berikut -

1. Mekanisine pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pambayaran Utang (PKPU}
yang dilakukan oleh PT, Sckar Laut Thk, di Pengadilan Niaga Surabaya,
adalah dengan cara Pengalthan pinjaman PT. Pangan Lestart kepada PT.
Sekar Laut Tbk, penghapusan saldo bunga pinjaman, penctapan jumiah
hutang yang akan dibayar secara bertahap, konverst utang menjadi
kepemilikan saham dan pemberian opsi membeli kembali (buy back optior)

gnham.

2. Pelaksanaan restrukiurisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi
saham yang disetujui dalam PKPU adalah Perseroan akan menerbitkan
seham bergumiah  +/-6%0 juta lembar saham parValue Rp 3500, serta
melakokan kompensasi dalam proposi vang sesuai dengan jumlah konversi
pintang terhadap penerbitan saham biasa kepada para kreditor, dengan
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak sesuai
keputusan Pengadilan Niaga Surabaya dan sesual dengan ketentuan

perundang-undangan vang berlaku.
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3. Konsekuensi dari keputusan Pengadilan Niaga Surabays atas permohonan
PKPLU PT. Sekar Laut Thk, adalah PT. Bank BNI Thk dan KP2LN Jakarta
Bl walaupun dalam situasi yang sulit, harus memenuhi bunyi putussn
pengadilan dengan konsekuensi kerugian atas ketidakpastian atas harga

sabam.
B. Saran

Keputusan pengadilan ninpa atas permohonan PKPU PT. Sekar Laut Thk yang
menyetujui restrukturisasi utang dengan pola konversi pintang menjadi saham, akan
menjadi tidak berjalan dengan semestinya jika ada kreditor minoritas yang dirugikan
karena kalah suara dala rapat kreditor, untuk itu penulis berpendapat bahwa hakim
pengadilan niaga sebailknya tidak hanya meiihat proses peruadingan dari segi hukum
acaranya akan tétapi Hakim dibarapkan juga melihat subtansi yapg dirundingkan

sehingga diharapkan membantu kreditor minoritas memperoleh haknya.

Disamping hal tersebut diatas, penulis berpendapat periu adanya peraturan yang
khusus mengatur bagaimana perundingan atau rapat keeditor dilakukan dengan lebih
rinei yang tujuannya membuat kreditor-kreditor dilindungan hak dan kewajibamnya

sehingga perundingan yang adil untuk semua pibak dapat dipertahankan.
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PENGUMUMAN
PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM
PT SEKAR LAUT Tbk
No: JET- 95/ LIST-PENG/BES/XIL/ 2006

Menunjuk susat PT Sckar Laut Thk {Pemsercan™ Mo 07/SKLAG/KEU/XIT/06 moggal
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keterbukaan infoomasi yang harus disampaikan kepada publik deogan ot diwonmbian babwa
Pesseroan slab menyampaikan surat sehagamnzaa wedampic.

Demilian diumuombar, atas peduatisnnys digapkan teama kasth.

{akarta, 08 Desember 2006
FT Bursa Efek Sumbay

Kadiv. Pencatatan Kadiv. Perdaganpan Saham & Denvagf

Temtbusan kepada Yoh @

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
2 Direksi L' Sekar Laut Th;
3 Pusat Referensi Pasar Modal.

Catatan : Pengumanton 08 dapet ikt & SYX Net (hisp:! { nww, bes.e0.5d)
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PENGUMUMAN
Laporan Kepemilikan Saham
PT Sekar Laut Thk (SKT.T)
(Tercatat Di Papan : Pengembangan)

No.Peng-1346/BELPSR/LKS/07-2008
{dapat dilihat di intermet : hitp://www.idx.co.id)

PY Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08 Juli 2008 telah menerima surat dari PT EDE
Indonesia No.OG9/MD-07/7/2008 tanggal 07 Juli 2008 mengenai laporan kepemilikan
efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham vang ditempatkan dan diseior penuh dan
dafiar komposisi pemilik efek PT Sckar Laut Thk perinde Juni 2008 schapgsirnana
terlampiv (lampiran 4 lembar).

Demikian pemberitabuan vang disampaikan PT EDI Indonesia,

Jakarta, 08 Juli 2008

¥ Gede Nyoman Yetna Supandi
Fh. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Rl Kepala Divisi Perdagangan Sabam

Tembusan Yth. :

Ketus Badan Pengawas Pasar Modal & LX;

Kepala Biro Transaksi dan Lembagz Efek Bapepam & LK;
Kepala Biro PKP Scktor Riil Bapepam & LK;

Pusat Referenst Pasar Moedal;

Direksi PT Sekar Laut Thk.

R

cho_rdi_fir NEFETES 1340
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Formulir ; X.H 1-1 Paraluran Momor : %.H 1

LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENGAPAI B% ATAU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Emiton : PT SEKAR LAUT, TBK
BAE : PT ED| INDOMESIA
Per Tanggal 3 30 Juni 2008
NO NAMA ALAMAT KOTA STATUS {AN} JUMLAH ' PEMILIKAN %
R S et ] L e
1 ALAMIAH SARI JLRAYA DARMD 23-25  TEGAL SARI ‘| SURABATA B0I35
| 130.723'7511 26.16 %
2 | MALVINA INVESTMENT LIMTED 856 DUNEARN ROAD M03-02 SIME | SINGAPGRE 589472 Ny
DARAY CENTER : A : 118,915,675 1722 %
e Al . — ... BB : _..N | i g el [ .
1 OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS | 50 RAFFLES PLACE #24-01 | SINGAPCRE 048623 | , A
LIMITED SINGAPORE LAND TOWER | ' A [ 184,980,537 26.79 %
a PT. BANK NEGARA INDONESIA | JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV, I LT.4, L. PRAPATAN T I
(PEASERO) TBK Q0 KP2LN JAKARTA | JAKARTA 10220 | NOAOJAKARTA | I 35-525-5051 1254 %
M 10410 ' :
. . o . __ B .4 = - — o, H e e
5 SHADFCRTH AGENTS LIMITED 20 RAFFLES PLACE #23-00 CALTEX SINGARCRE 045622 | ot
HOUSE ) A 92,480. 1339 %
: L |

B e I L e — - — P Pu— S
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: LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5% ATALU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKKAN DAN BHSETOR PENUH

Paratyazn Npmor: XM 1

Emitan PT SEKAR LAUT, TBK
BAE PT EDI (NDQONESIA
Per Tangga! d 30 Junh 2008
NO L RAMA, J ALAMAT KOTA 1 SYATUS (A} JURELAM PERMLIAN % |
| SUMLAK HB3, 740,500 0 i %
Jdakarte, 1 Jodi 2008
T ER tNDONESIA
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PUTUSAHN -

PLEKARA NOMOR : 088 /PKPU {2005 { PNLNIAGA STTY,
DM Kﬁhi}ihﬂﬁ UERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ¢

Pengadilan Nféga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa ——
dan mengsu;tlr per‘kaﬁa -perkara permtohonan Penuntaan Kw*apban Pembavaran
Utang (PKPU) pada tingkat pertama menjatuhkan Puiusan sebagat seperti «--——
lersebul di bawah ini'dalam perltara permohonan dari |

PY, SEKAR LAUT, Thk., persercan yang berkedudukan Bukum ¢ wew-

Turabayva, Deralamat di falan Raya E}armp Momor --
2% - 25 Surabaye, dalam a2 ini dilaksanakan oleh -
« ' HARRY SUNCGO Direklur Utama PT. Sekar Lawl,
Thk., serla seismidnya dalam halinl draail oleh <
Kuasanye IWAN KUSWARDL, SH., Advokal,  ~eee
berkantor 6i Jalan Sampeyan No, 61 Malang, —me
perdasarkan Surat Kuasa Khusus lerlangesl
1 Junt 2005, selafjuinys disebd
SCRAQH .. PEMOHON PEPU
Terhadap
1, QNP PARIDAS, Singapore Branrch, Tung Centre 20 Coltyse ~

Chiay, Singapore, 049319

o4 2 CMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, 138 Cegil v
Hireet # 14-01 B, Cecil Court, Singapore (89538 | -

3. SHADEQRTH AGENTS LIMITED, 30 Rafﬂes Places # 23-00,
Calﬁex*—lonaa, Singapore 048622 & —-
4, mmtm INVESTMENTS LIWVITED, 896 Dunearn Rogd #  weer
{3 - 02, Sime Diarby Center, Singepors 588472

% . EP2LA Jskartg L JL Prapstan No, 10 dpkarls 10410 ) e
PENGADILAN NIAGA tersebut | —- -

Telal mombals herdas porkara inf | e

* Telai mendengar kelornngan dard Peniohon dan menelii alal bukli sursl -

!g!!lg demaAb R eR bR a2 by e
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TENTANG_DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwsa Pemohon PKPU dengan surat pennchonaniya  wee

terlanggal 10 ;ﬁgzzs us 2005 vang didaftarkan di Kepanileraan Pengadilan -
Negeri ! Nizga Surabaya padz tangga!l 16 Agustus 2005 dengan reqister —

-Nonwr . 834 PKPU 7 2005  PM.NIAGA SBY . (elah mengsijukan permohonzn —

Penundaan Kewajiban Pembayaran Ulang (PKPUY

Menimbang, hahwa nade paimononan PKPU Peruohon PKPU ada ~-e

mengajulcan £ melampirkan Rentana Perdamaiat: tanggs! Aguslys 2005 | ——

Menindang, bahwa torhadap permohonsn PKPU, Pengadilah Niage -

dengan putusan Nomor @ (537 PKPU S 2005 7 PRLSBY . dalam amarnyg ~ ——-
MENGAQOLLI

i Mengaliufkan permohonan Penumdaan Kewsiiban Pembayarsn Wang -—
davi Pemchon PT. Gokar Lak Thk. unliuk sementars yakni seiama 45 -

(ermpat puieh lima} hard lerhitung seleleh putusati ini diucapkan | —
2. Menunjuk Sdr. EDDY NUGROHOD, 8H,, Hakim Pengadiian Niaga psda

Femgadiian Megeri Swrabaya sebagai Hakim Pengawas |
4 Mengangkat Sdr. MARKUS BAJDGO, SH., dan MARKLUS SAIGGO &
na‘é:}{:m*&”&&‘ ATTORNEY & CQUMSELOR AT LAW, beckardor di —

dalan Unbung Swropadi Mo, 64 Surabsya sebagai Pengius |
A, Menolapkan sidang Majelis Hakim pada harl KAMIS, 22 SEPTEMBER -
2005, pukul $0.00 WD ;
5. Meneiapkaﬁi:?faw pengucasan harla dan imbalan jasa peagzzf&‘s e e

diterdikan kdmudian |-
8. Memzwf:ank;n Blgye parkera kepads Pemohon sejundeht Rp, 5.000.000,

-{imia futs ruplahy | - —
Menimbang, balmva pads sidang Majelis Hakim, Kamis, 22 September -
2005 dideagar gebitor (Pemchon PKPY), Hakim Pengawas, Pengurus dafi «

Kreditor ;
Menimbang, balwa dort laporen Hakim Pepgawss dan Pengurus, ssieigh

foiagakan ..
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diadakan rapat pemungidan suara (voling) tanggal 13 September 2005 #las -

Nencang Perdamaian, kredior berfumiah 3 {liga) menyetujui secara aklamasi -

“ales Rencans Perdamalan
o bianiméaﬁg, bihwa Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 yang
lelzh diseluiui gleh RI’eéifor tetah dbuaikan ringkasan vang merupgkan bagiast —
yang tHdak lerpisahkan dengan Rencanz Perdamaian langgal Agestus 2005 | —

Menimbang, hahwa ringkasan Réﬁcana Perdamaian tersebut diben jugdul

Perjanjian Perdamatan (No. 08 7 PKPU 7 2000/ PN MIAGA.BBY ., langgs!

21 Seplember 2002 vang isinyg sebzgai Lertkiat @ -

o PHIAK PERTAMA adalah PEMOMHON dalim permohionan Peaundean -

o Kewsliban Pembayvaran Ulang (PKPU} veng diafukan &i Pongadilzn —e
Nizaa pade Pengadilan Nogert Surabaya deagan regisler NoReor - —we—-

0S / PKPU £ 2005 7 PN.NIAGA.Sby, |

7] PHHAKX KEGUA éﬁalah Advokal yang dittnjuk berdasarkan suralt kuags --
khuses, kuasa mana memberikan wewenaz:é kepadanyd WK w-—emee-
membenkan hak suara, memberiken perselvjuan Rencans Perdamaian —
waupun PERDAMAIAN vang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PARA KREDITURNYA

®  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakal smuk ——
mesands tangent PERDAMAIAN i yang mervpakan peringkatan dari —

Rencana Perdamalzn ! maupun Rencana Pardamaian i yang telal -

diterima oleh PIHAK KEDUA yang disgripaikan sacars iiser dalam ——

Rapsl Kreddur tanggai 13 September 2005 ;
4 Pasal 1 -

Htang ‘
PIHAR PERTAMA daie PY. PANOARN LESTAR! sobagal Deblfur balk sendlr -

sendiri npupun bersaniz-sama dalam PERDAMAIAN inl mengaky gan «—mw-—
merngikatkan dirf képada pringlpat dat PIMAK REDUA sebaga! Kradiur
Sindikasi fa masite-masing mempunyal hutang kepada OMNISTAR

INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, —

[RALVINA
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MALVINA INVESTMENTS LIMITED, pengakuan dan pengikatan dis dari —
FHHIAK PERTAMA dibenarkan dan oleh PIMAK KEDUA yang secara isan —
telah ciberikan dihadapas Hakim Mengawas maupun Pengurus PT. Bekar L,

Tok. pada Rani;z Krgddur tanggal 13 Seplember 2005 dengan perinclig —e

_jutnizh hutang pokok ehagai berikut
1. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED sebesar ... USD 8.382.350

2. SHABFORTHAGENTS LBSITED sehesar ... v U515 504 B4

3. RMALVINA INVESTMENTS LIMITED sebesar e USD 8, 3‘32 '*SD
7 . £tz
Pasal 2 %%F 225} e

Disamping Kredltur Singlikasi diatas, PIHAK PERTAMA juga mengaky dan e
‘mef;gmatkan dirt kepada anggots sindikasi yang tain sekaligus juga Agen dan —
Krediur Sindiasi yakni BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Cenlre 20 -
Coliver Quay, Singapore DA9318 fka PIHAK PER‘%M& mempuryai hvtang -
pokok kepada BNP PAIUIBAS 3ingapore 8{3?&5&? sehesar USD 4,845,750 >\
fempat ftfa enany ratus enpal puleh ima ﬁbu.tujut; ratus fima poluh Dodfgr ——-— |
Amenika Serikal} pehgakuan dan pengikatan dini inl felab dituangkan serta
disampakan dalam RENCANA PERDAMAIAN I'_matzz}zzzz HEMUANA
PERODAMAIAN H yang dizjulian dibadapan Hakim Pengawas dan Peagurus ——

PT. Sekar ‘Lazzt,TbK,‘ gatam Rapat Krediur langgal 05 3eptember 2005 dan - x
tanggal 13 Geplener 2005 e 4

Pasal 3 )
PIHAK PERTAMA juga mengaku dan mengitatkan did kepada PT. BANK —-
NEGARA INDONESIA, Thk {Persero) qu KP2LN Jakarta #4, Ji. Prapatan —
Nemor 1D, Jakadji&#?i} fika mempunyai hutang sebesar
‘Rp: $4.203.254 3258 (kmg puich empat milyer tiga ralus delapan jida tige -
radns Emm opuloh empal gho ga reivs dua pualuh Bma sipias) péngakaazz et

dan pengikatan did ind telah ditvangkan serta disanpakan dalam RENCANA -
PERDAMAIAN | miupun REMCANA PERDAMAIAN I yang diajukan —— -
diftadapan Hakim Pengawas dan Pengurus PT, Sekar Laut, Tbk. datam Rapal

Kroditur tanggal D% Seplambser 2005 dan tangge! 13 Seplember 2005 | —

/ Balwa ...
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Pasal 4
Uahwa pada saal Pengurus PT. Sekar Laut, Tuk. mengundang Para Kreditur —
yang dikenal nagpun idal dikenal dari PIHAR PERTAMA untuk hadir dalany -~
Rapat Krediiur guna tiengajukan dan memverifikasi piciangnya, BNP PARIBAS
Singapore Oranch, Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapum {}éﬁﬁ‘}é sehagal
Kreditur Sindikasi yang dikenal Pengurus PT. Sekar Laut, Tok. sekalipun telah
dipangll secara patat, tidak hadir dan lidal puia asengirimkan wakilnya guna -—
.lmzﬁr dalam Rapat Kredilur Banggal 05 Seplember 2005 msupun Rapa! ———-
Kraditur tanggal 13 Seplenther 2005 ; - . e

Pasal & _
PT. BANK NECGARA INDONESIA, Tok (Persern) qg KF2LM Jakada 1 0

Prapalan Nemor 10, Jakarla pada saal itapat Kradilur Pertama langgal e

05 Seplomiber 2005 badir dan memberigan penjelaséfz mgtalui syral fedanggat
29 Aguslus 2008 Momor G- 1465 FWPL 03/ RPAQD £ 2005 dengan isi

sebagasimana Lampiran | dalam lembar lamipitan yang menjadi saiu kesaluan —
yang lidak terpisabkan dori PERDAMAIAN ini, sedangkan pada Rapal Keaditur
yang kedua PT, DANK NEGARA INDONESIA, TUK (Persero} 4g KFZLN —
Jakaria M, JI. Prapsian Nomor 18, Jakarta 10410 Hdak hadiv dan tidak pula -

mengirimi&aﬁ waliinya |
Pgsat &
Panypleszian oan Pelgksenaan
PIHAK PERTAMA menyelesaikan seluruh kewallban hutangnya kepada ~ww-—
OMMIGTAR EWESZIMENT HOLDINGS UMITED, 3HADFORTH AGENTS -~
LIMITED, MALVI INVESTMENTS LIMITED, dan BN?’ FARIBAS Singapore

Sranch dangan caratmefakukan Restrulduris as! melsiul pernohonan Penundaan
Kewajiban Pombayaran Midang Nomor 08 £ PKPUT 2005 1 PM.MIAGA Sby, i -

Pengaditan Megeri Burabaya dan lelah mengajukatt RENCANA
PERDAMAIAN | matpun RENCANA PERDAMAIAN |t yang teiah gisetujul —

oleh Kuasz dari Kretltur Sindikasl yang hadir delam Rapat Kreditur tanggal —-

13 Seplember 2008 dongnn cara sehagal DOHIUL * -—emsros comamman

FLA KONVERSE ...
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LA KONMVERS! MENJADT KEPEMILIKAN SAHAM -

i

Dari semun jumlah hutang PIHAK PERTAMA Kepada ——ew
OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, 3HADFORTH
AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan -
BNPZTR

PANIOAS Singapure Branch yang selwruhnye berjumigh —
180 27,874,500 {dua puluh lujuh jits delapan ralus tuiuh puleh -
empat ribu lng ratus Dolfsr Amedks Serikal} sebagian hiutang —
safresar USD 25,087,088 {dua pulul fima (ile oelapan pluh —
tgudy rib lima pukad Oolfar Amerike Serikal) skan GROTVRIST v
menjadi kepemitikan saham PT. Sekar Laut, THX. dengan ———-
perddungan sehagaimana tabel pada iembar benkut | e

Perhilingun Saham

atadu! Salaen Sebeluus Sesudal
Pemegong Subam L emher %o Lersbar 2 Jumiah (Xp)
m - Sabesm Seham
U PT. Nomaks Sart S HEO 000 | 64NN, | AS G000 | B0 | 24 00 000 000 |
Do TABRG (1% SA000001  08% | 2,100 000,000 |
R¥osyeratal ZI Q00000 | 256351 Z1GU0,000 1 3.1301 10,500,000 000
 BRP Panbax . 85,006 000 1 1299, ) 45043 0¥ %06
Cneisthy thv B. Lt 138350500 | 13.0% ) 78377.30,000
o | Shadlarh A, Lia, TE 370 D00 | 17995 161 o0n 000,000 |
Mulvins i, LI, DEIE00] 230 1.0 T 250000
At BRI S6,603,500 | 12.5%% | 43,312,7°00%
Fotal TSR0 000 ] TOOERT G90,M050G 1 100.6% 3453?9;2&001
0
Tolal saham gebelum pelaksanaan rencana perdamaian | —
Modal Salam Diselor |
75.600.000 lembar saham @ parbalve Rp. 500- = e
Rp 37.800.000.900- ; .
Total %aham selelah pelaksanaan rencans perdamalan .
590.740.500 tembar saham @ pahalue Rp 500~ = —
Rp. 345.370.250.000- ;
2. Urluk hatang BIHAK PERTAMA kepatia PT. Bank Negara

Indonasis, Thk, (Perseroy g KPZLN Jakarda Ul sebesar
Rp. §4 308,254 32% - {lima puluh empat milyar tigs ratus delapan -

jria tiga 1dus Bma puluh empal ribu tiga ralus ¢us puiuh Emr

FAuplahY e
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rupiai} selurohoya akan dikonverst menjadi kepemifikan szham —

dengan perhilungan pengurangan bungs sebesar 50% ——-oe

sebagainmna tercanltim dalam tabel dialas

I.B. PCMBAYARAN DERTAMAP

Terhadap juthlat sisa hitang PIHAX PERTAMA Kepada KREDITUR —
SINDIKASE yakni OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, -
SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS ——
LIMITED, dan GNP PARIDAS SINGAPORE DRANCH sebessr USD

2,747,450 tdua wta lujuh ralus delapan puivh el riby empal rafus Fma

puiuh Doliar Amerika Senkal) atau 10 % {sepulub prosen} <z folal ——
hutang PIHAK PCRTAMA kepada KREDITUR SINDIKAST akan «eew-

ditsayar socara bodahap, deagan peringian sebagaimana tabel dibaweb -

[T e e —— T

Juminh Hutang Pokok yang dibayar berlghap = U3D 2,737 450

Rrwdiny F1 Sekar Lot TOR FT Panpn Lentard Fanish
BNP Poils i USE 34002808 USD 14 55ndd PSP 46451880
Orniste S Si1z;d3 32 S X s A R USD  g3gzi5m
Shadforth USD 41003340 PSi  174.271.39 USD 43080500
Miziving USD g1E28il USD 2pa 9t ge Psp  TIsOl
Total LR 2040344 27 s 743 Wi o2 UED 3783 83040

Skema Penbayaran
Jangko Waktu Pinjaman 10 Tahun {200% - 2015

tsrace Fetiod R %111 |} QEp——

Pembayaran pokok dimulal fahun 2005 bingos falun 2015

Bunga piigamag T 2% periahuwy
Javwal pembayaran pokok par 3 bulan

Penbgygrmnner I bulen J DY Sokar Lawt The, PT Bargan Lestari Jurnish

BNP Paibss ’ Usty 15.62575 usts ER R _Ush 14578
Omnistar USE 18,126.23 USL) TOus 0 Y3 PRl
Shadtorti Usp 1457808 usi S ASC 18 USp  203c8iE
Malging Ush 15,125.35 use 7,005.59 Usp 28,1123
Total . USsL 63,734 .31 s 21151 10 USH 87,0781

Tanggal pembayaran | —

«  Pembuyaran dizkukan seliap I (tiga) bufan sokali, yaitu pads akhie

bufan Jetumri, April Jult dan Okiober yang dimalal 31 Janyan 2006

TR
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tingga 31 Oklaber 2015
»  Apabila tanggal perbayaran jzluh pada hari B perbankan —- o
intionesia, ambka ponhzyarzn Jilakudkan pada satu harl Kerjs - memcm-

perbankat berikutnya | - : -

. To;a?’fuméh pembigyaran adzlah 8 tshun x 4 x USD B7,107.81
UsD 2,787 45000 - e

o Pelupasan lerskhir langaa! 31 OHober 2018 | — oot

It

Pasal 7
DOMNISTAR INVESTMERT HOLDINGS L!%}TEQ. BHADFDARATH AGENTS —
LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED yang merupakan KREDITUR ..
SINDIKAST sehagal PIHAK KEDUA haras melepaskan selurull [aminan —ew—--
herupa jaminan fiducia, hak [anggungan dan corperate guarantee danlain-13in,

ap— __%M
setelah didskdkan konversi hulang manjadi kepemiiian saham dan selelal —-

e

Pasal 3
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebagei Agen Sindikasi sekaligus ——-

pembayaran bertahap diselosatkan - //

Anggota Sindikasi meskipun lidak hadir dan lidak pule mengirimia it wakilitga —-
untuk hacir dalam Rapat Kredlur, harus lunduk pada PERDAMAIAN it —:—
- dengan mengingat keterduan pasal 286 Undang Undang Nomar 37 Tahus —

2004 leniang Kepailitan dan Penundaan Kewaliban Pembayaran Ulang,
demikian pula haliya ﬂe:rgérz FT. BANK NEGARA INDOMESIA, Tk
{Perserg) qq KP2LN Jakarta M yang lidak hadir dalam Rapat Kreditur tanggal
13 Seplember 2005 jugs harus tunduk pada PERDAMAIAN ini |

Pasal 9
Berkaltan dengas flasal 8 di atas, maka PT. Bank Negara indonesia, Tk, —

{Persere), qq KP2LN Jakarta i burus melepaskan selurvh faminian beryps —
hak langgungan, persona! guarantee dan corporate guarantee, seleleh dilakukarn

konversi hitang menjadi kepemilikan saham, derikian pul2 hainya dengan BNP

Paribas Singapore Branch harus mislepaskan selwruh faminan berupa hak

tanggunaan, fidusta dan Corporate Ouarantes, selelahidiialakan konversi

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH Ul, 2008



htang menjadi kepemiiikan sahans dan selelnh pembayaran bertshap - -——a-
diselesgikan

Pasal 10
Surat Kezerangan Lunas alas seluruh:hmarzg-«iwkang dari, 5{ é?EKAR LAUT, =

..... L

;gpx,,éar( P !‘fﬁﬁbﬂﬁ ks TARIC iR dberikan xepac{a PIIAR Pgﬁi‘m

selelah R{}m’ersi hutang menjach kepemitikan sshant teleh selesal ditekukan a?e?z
PIHAR PERTAMA kepsda PT. Bask Megara Indonogia, Thk, (Persere},  —-

sedangkan Surat Keterangen Lungs bare dapat diberikan oleh KREDITUR ——
SINDIRAST kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA lelah  ~——
selesal membayer sisa hulang pokok (pasal 8.L8.) ; -

Pasal it -

Retenluan mengenai pemberisn opst membel kemball (huy back aplign) seham
hanyz dapal diberlakokan kepada PIHAR KEDUA boseda anggots Sindkasi —
yang lain yaks, BNP DARIBAS SINGAPORE BRANCH dengan syaral dan -

kondisi sebagal hert | e

- Apabila pelgksgnaan (mptimentas) reshiuklurisasi utang yang berupa
koaversi whang menjadi kepenilikan sakmm telah dizksanakan, maka para —
pemegang saham pendid (foundersy PT. SEKAR LAUT, Thk. akan —-w

mengalend ditus? yang cukiap besgr, kKarenanya gune memberikan spresiast -

alas upaya para pemeganyg saham pendini menjalanian dan
. mengembanglen perseroan selama lebil dad 30 {liga puluh} tahun dan ~
menberkaa semangal hagl pard pemegang saham unltuk fetep mengkuni —
ysahy i serta telap memperdahankan kepemillkan ssham pare pemegsng —
sahan pendia di persoroan, meka PIHAK KEDUA yang lerdini dan —we-
OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LISITED, SHADFORTH AGENTS
LIMITED, MALVINA IMNVESTMENTS LIMITED beserla anggola Sindikesi -
vang Lain vaknt, BdM? BARIHAS SINGAPORE BRANCH seltju untisk -
mentherikan opst membeli kenthall 25 % (dus puluh ma prosen) ganm —w-

seluruli saham biasa yeang diterbitkan unlik kepentingan Kreditur Sindikasi -

Kepada para psmegang saham pendid dengan harga Rp. 1.+ {salu rupiah) -

TIBE e,
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per iembar sehar dalam jangka walde 4 {saty) tatun - —

- Perseroan akan menyisibkan sejumiah 25 % {dua pulub Hma proseni danl —
total jumiah baru yang dikelumran untuk kepentingan Kreditur Sindikasi —e—

LTI seian}zﬁny? dijual kepada para pemegany sasham pendid, Karenanya -

pada saat pelaksznaan konvers! sahan vang akan diserabkan kepads
masing-masing Kredibur Sindikasi akan berkurang 500ara proporsiongad | —e
- Alas poniunlan sejuniiah 258 % {dua pulub lira prosen) dar lolal sémm e
vang dikeloarkan oleh BT, SEKAR EAUT, Tk, unluk kgoenﬁngén Kredijur
Sindikasi kephda para pemegang saham pendin dan mandjemen, maka ——
jmlah saham yany akan dierima oleh Kredilur Sindikasi akan berkurang —-
BRCHd z;ro;mrsionn!‘ D e
itasai 12
Kedenlizan Ponillup
PERDAMAIAM beseria Lampiran merupakan ringkasan dari REMNCANA  ———
PERDAMAIAN 1 PT. SEKAR LAUT, Thh | tangaal 47 Seplemiber 2005 wmew

yang lelzh dizelujyl oleh Kredilur yang hadir pada langaad 13 Seplember 200%

dan mengikal bad selguh Kreditue dan jika ada perbedaan maka sehuruf ——e
kelentpan daivm RENCAMA PERDAMAIAN 1l adaiah sah dan manghkal | ——
FIHAK PERTAMA azkan membayar selutih biaya-biays yang limbul dani

pelaksanaan PERDAMAIAN datam Penundaan Rewajiban Penhayaran Wang
(PAPU) i Pongadiian Miaga pads f"enga{iﬁara Negen Surgbaya yong besarnya -
akan ﬂi%e,_ta;;%aan gleh Pengaditan dan harus dibayar tunai dan sekaligus pada —

gaal Pengwrus menverahkan Sptinan Penslapan Biaya Pergurus repada « e
PIHAK PLRTAMA | e : e
PIHAK ?ERT#M& don PIHAK KEDUA tolah saling sepakat anl

manyaiak;{'zg PERDAMAIAN Tt muial efekilf untuk diaksanakan sefak hari dan -
Yaaggal penandalanganaya ?ﬁRB_ﬁMAtAN denasn lidsk mengesampingkan —-

kotendymn jaciwal dan poinksanaan dalam pasal-pasal di glas |

Memmbang, babwa untuk mempersingkat uraisn pulusan inf, meka

segala sesualy yang lorjadi di persidangan dan dicatal dalam Berliz Acars --——

i oidang |
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Sidang merupakan bagiau yang lidak terpisabkan dari pulusan Enz'l e
TENTANG HIUKUM

thonimbyang, babwa oirksud dan lojust Pemohon PRKPY adaizbh AYRL o

kepadanya ¢ b’ezikavn penundaan kewajiban pemizayaran tang dengan carg —

penfadwalan f&embéii {merestrukiunisash) hwlang-hutangnya ;

Meninlrang, ralws Pemohon PRPU lelah mengajukan rencans e
perdamaiay ledanggal Agustus 200% dan perdamaian hasertn IAMPIran
famgpsirannya Lersebul merupakan ringlasan pecdamaian 1 PT. Sekar Lag, Tok
tanggal 7 September 2005 yang isinya sebagalmana tersebut dialas : —— -

Menimbang, hahwa berdasarkan Laporan Halgm Pengawas Yanggal =
22 Seplember 2005, habwa terhadap rencans perdamatan yang lelsh di ——
adakan yedsi dan di sampaiican kepada para hredilur dan berdasarkan daflar -
hadi kreditur ada 3 flign} lraditur yang hadir dari 5 (ima) kreditur, dengan -

prosantase G0 % dan schrub kreditar vang badir secars gklamasi menyelujul ~

rengang posdamaian lersebul | e o

‘ hfefim{?:ang, bahwa karena rencana perdamaian lefah & setujul olah e
selunili kredilur yarg hadir pada rapat penungutan suara [ersebut {anggal —-—
13 September 2005, maka rencana perdamatan tersetut berubah menjadi <<«
rerdamaian atau perjanjian perdamaian, sebagaimana halnya peranjian —~——-
perdarmaian fangaal 21 Seplember 2005 yang letah di Eanda [angani olah —
pitiak Uebilor Pemahon PKPU dant 3 (Hga) Kroditur sebagei pihsk kedug | —-

HMemmbang, bahiwa Derdasarkan keleotlmn pasal 785 1) Undang
Undang Mo, 37 }tehun 2004 lenfang Kepaiftan dan Pemadaan Kewsjibag ——
Pembayeran Ulang, bilamana tidak terdapsl slasan-alasan se%}agaizi}ana e
maksud dolam pasaf‘ 285 (2} bonef 3, b, ¢, d, maka perdamatan tersebyt -

v;aiih di syabkan | e .

Menimbang, balwwa sepanjang penelitian Majelis Hakin, selelah -— v

mendengar, mermpelajan dan menganalists secara cermat faporan Hakim e

Pengawas, Pengurus, Debilur Pemohon dan para Kreditur, Malelis thdak

mengmukan adanya alasan-alasan untuk menotak pergesahan perdamaian

I selagaimang ... e
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sehagaimand & maksud datam pasa) 235 (2) Undang-Undang Mo 37 [ tahus -
004 tentang Kepailton dan PRPU, sehingga Majelis Haldm wajib meayatakan

sal rencana perdamaion lorsehul | e - -

Mezﬁml}an'g, bahwea karong perdamaian ¢ syahkan, maks Derdasanan -
kelentuan pesat 288 Undang-Undeng No : 37 7tabun 2004 selelah putusan -
i berkekuatan hulum telap berakhiriah PKPU dan pengurys waib —-—me-wr
engumimkan pengakii an inf datant sural khaliar harign sebagaintama & -

makstd dalam Undang Undang Kepafiitan dan PRPU ind | e

Meotmbang, bahwe karena PKPU herakbic dan pengakbiran PKPL ini-
miasih akan 8 wmumkan oleh Pengurus raka beaya pergurdsan dan iobalan —
jsa perairus beluns dapal di fenfuken pada pidusan ind, dan akan df tentuksn —
kemuding dongan berpergman pada keleatuan pasal 231 ayat 5 Undang -
Undarg No. 32 12004 | —e-mmmememn e v ‘

Memperhatikan ketenfuan pasal 222 ayst {1} {2}, pasal 285 (1), ~—w
pasal 236, 237 serte pasal-pasal in delam Undang-Undang Mg | 37 77004 -
serfa ;:»eralaranwrxera{uga:r izity yang berkeilan denQan perkarg i | —ee—e—ea—e

MEMUTUSKAN
Monyalakan sah perjanjian perdamsian langaal 21 Seplember 2005, -
yang di bual dan of tanda tangani oieh Pemohion PKPU PT. SEKAR -

i

LAUT, Tok, sehagai pihiak perlama dan prea Krediter sebagai pibsk <o

kedua ; m—ni ... ot e

. Menghukzim kedua belah pikak dan kredilur lainnya unluk mentaali J-—n

putosanin ', -
- Menyataltsn bahwe Papungran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUY -
borakhir, selelah pengesahan perdomaian ini mempunyai ROKUAlEN -mmome

inkum telap o : -

- Membebankan ireays pengurusan das inhaian 283 pengurus ditelapian

kemudian | e e i e e b Bk P - T

Demiliztal of putuskan datam rapat permusyawaralan Majelis Hakint -

Nizgs pada Peagadifan Neged Surabaya pada nert - K AMLS, [anigaal -
F22 _SFPIFMBER 2003
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22 Si}jj;[ﬁ!‘#iﬁﬁﬁ 2005 yang ferditd dari | SURAIYO, S1L M. H. BHakim -
Ketua Majelis, Ny, SKIMURWALIYUNG SIL dant AMIR_MANHDL SHLRLH..

masing masing sebagni inkim Anggets, mdusaring doucapkan delan siang ...

yang terbdica dnfud amwm pada hard 0 S0 N LN (anggal s e i
26 SCOTCMDER 2003 oleh Majelis Fakim tersebul df banty ofehy © -
Dis, HARL G IWANDORD, Sit

\
it

Panilera Pepgoant dan di fadid olebh e

Pemghion PR, Koasa pata Kredilis dan Ponnwrys anpa badiowa Keedier !

dant Kroditg

HAKGE AMGOTTA, ARSI ROTUS

s

1. Ny SR MURWALIYUNL S, SUNARYO, SH. T, H.

) T Lk a4 0, AR

Drs. 1ARL ICHWANDOKO, SH,

Parincian biaye-Higye

. Aminielasl ot oo R, 10200600

Materal UIuSEN e e 1B 12 000 -
- Rediegt pdugan e B 3.000.-
. ERNO] R 3.6&03
- Pelyeiahald SRl o L 15000 -

Peuyampaias hanggian .
miusan, peber@san. M e BlROZGIZ00G- x

yova tory [TURUNAN  Jumiah ... Rpo 5.000.000.
frL65 £ UAE PRERGAM A LINYA

= { LIMA_JUTA-RUPIAH | =
AYAf /’,w
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